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KAHARUDDIN, Nim E11109008, dengan judul “ Kemenangan Partai 
Golongan karya (GOLKAR) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di 
Kabupaten Takalar” di bawahBimbingan Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, 
MA. Sebagai pembimbing I, dan A. Ali Armunanto S.Ip. , M.Si. sebagai 
pembimbing II 
 Partai Golkar merupakan partai besar yang ada di Indonesia yang 
memiliki tingkat popularitas yang tingggi sampai ke daerah termasuk di 
kabupaten Takalar, sehingga pada pemilihan Umum kepala daerah di 
Kabupaten Takalar calon yang diusung oleh partai Golkar kembali menang 
dalam pemilihan tersebut. Oleh karena itu penulis memfokuskan untuk 
meneliti kemenangan partai Golkar di kabupaten Takalar. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari faktor kemenangan 
partai Golkar pada pemilihan Umum kepala daerah tahun 2012 di kabupaten 
Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari wawancara dan literatur-literatur serta artikel yang 
berhubungan dengan penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kemenangan 
partai Golkar pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Takalar 
tahun 2012 adalah pertama adanya kompetisi partai, kompetisi partai yang 
terjadi di Kabupaten Takalar efektif, karena semua anggota-anggota ikut andil 
dalam hal tersebut. Kedua kedalaman partai, kedalam partai Golkar di 
kabupaten Takalar, sudah mendarah daging sehingga kebanayakan 
masyarakat hanya mengenal partai Golkar saja terutama orang tua. Ketiga 
adanya legitimasi aktor-aktor politik, partai golkar di kabupaten Takalar aktor 
politiknya, mempunyai andil dalam masyarakat. Aktor politik partai Golkar 
dalam menarik simpati masyarakat aktor politik membangun hubungan 
emosional dengan masyarakat.  
 Kemengan partai Golkar di kabupaten Takalar dalam 
memenangkan Pemilukada tersebut tidak terlrpas dari tiga hal tersebut yakni, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang 
kekuasaannya berasal dari rakyat, jadi dalam demokrasi masyarakat 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam terbentuknya sebuah 
pemerintahan. Negara dalam sistem ini adalah milik rakyat seluruhnya. 
Hak-hak politik sistem ini mengharuskan partai politik lebih dari satu 
hingga rakyat mempunyai alternatif pilihan. Demokrasi juga menganut 
ideologi terbuka baik pemikiran masyarakat, tentang politik, ekonomi, 
sosial budaya dan bahkan dapat disalurakan melalui karya-karya 
ilmiah, media pers ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan 
rakyat. 
 Demokrasi hadir bukan hanya sebagai suatu sistem 
pemerintahan yang diagungkan, tetapi demokrasi harus dijadikan 
sebagai landasan dan petunjuk, serta teraturnya sistem pemerintahan 
yang adil kemudian mempunyai umpan balik antara pemerintah dan 
rakyatnya itu sendiri. Semua harus dibuktikan dengan adanya 
peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, 
penyelenggaraan kenegaraan yang baik dan terjaminnya ketentraman 
masyarakat. Untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, tentu 
harus memiliki masyarakat yang demokratis juga. Untuk mencapai itu 
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semua maka masyarakat harus berlaku demokratis dalam segala hal 
termasuk kegiatan kenegaraan.  
Dalam sistem demokrasi di Indonesia pemilihan umum 
merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 
sebuah demokrasi, dimana pemilihan umum merupakan salah satu 
pilar utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Pemilu 
dilakukan sebagai suatu sarana untuk mendapatkan seorang 
pemimpin yang dapat mewakili kepentingan rakyat, yang dipilih 
langsung oleh rakyat. Salah satunya melalui pemilihan kepala Daerah 
secara langsung yang dilakukan sebagai salah satu bentuk perhelatan 
demokrasi di Indonesia. 
Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sudah 
dilaksanakan sejak tahun 2005 berdasarkan undang-undang nomor 32 
tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Kemudian 
sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (UU/2007) 
tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilukada dimasukkan 
dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Pemilukada pertama 
yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah 
Pemilukada DKI Jakarta 2007.1. 
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  mengenai 
pemilihan Kepala Daerah, perubahannya terjadi secara signifikan, 
mengenai pemilihan kepala Daerah. Seiring digulirkannya orde baru ke 
era reformasi maka kehidupan bernegara lebih demokratis. Hal ini 
dapat dilihat dari pemilihan secara langsung,yang dahulunya pada 
pemilihan Umum hanya memilih gambar-gambar partai politik, dimana 
masyarakat tidak mengetahui wakil mereka secara langsung. Setelah 
itu  kedaulatan beralih kepada mereka yang menyebut dirinya sebagai 
wakil rakyat yang pada kenyataannya justru lebih mengutamakan 
kepentingan pribadinya dan kepentingan partai yang mengusungnya, 
padahal rakyatlah yang memilih mereka sehinnga bisa terpilih. Oleh 
karena itu untuk mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, maka 
sistem pemilihan Kepala Daerah diubah menjadi pemilihan umum 
secara langsung. Pemilihan umum Kepala Daerah  diakamodasikan 
setelah lahir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintah Daerah diusul dengan keluarnya peraturan perundang-
undangan No.6 tahun 2005 adalah sarana perwujudan kedaulatan 
rakyat. Berdasarkan  UUD 1945 seperti yang telah diamanatkan pasal 
18 ayat (4)UUD 1945, dimana kehendak rakyat akan diwujudkan 
secara langsung dengan memilih pemimpinnya pada tingkat Provinsi 
yaitu memilih Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk 
memilih kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan wakil Kepala 
Daerah Kabupaten/Kota. Pandangan bahwa pemilihan umum Kepala 
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Daerah secara langsung merupakan bagian dari rezim otonomi daerah 
terlihat dari fakta bahwa aturan pokok yang mengatur pemilihan Umum 
kepala Daerah secara langsung itu berada didalam satu gerbong 
dengan Undang-undang tentang pemerintah daerah,baik secara 
administratif maupun politik, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004.2 
Kabupaten Takalar pertama kali mengadakan pemilihan Umum 
kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung pada tahun 2007 untuk 
memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pemilukada) tersebut menjaring empat kandidat yang 
bertarung dalam pesta demokrasi tersebut dan hasilnya calon dari 
partai Golongan karya keluar sebagai pemenang Pemilukada 
dimenangkan oleh pasangan Dr.H.Ibrahim Rewa,MM. dan Drs.H.Andi 
Makmur Sadda,MM. dengan perolehan suara 60.353 yang berasal dari 
partai golongan karya. Pemilukada yang diadakan pada tahun 2012 
pasangan calon Dr.Burhanuddin Baharuddin dan H.M.Natsir Ibrahim 
kembali unggul dari pasangan calon lainnya dan calon inipun berasal 
dari partai yang berlambang pohon beringin itu.  
Berikut adalah hasil perolehan suara pada pemilukada tahun 
2012 yakni, nomor urut pertama oleh Drs.H.Abdul Gani, M.Pd. dan 
Drs.H.Tombong Rani dengan perolehan suara 9.014 pasangan ini 
independent kemudian menyusul pasangan berikutnya adalah 
                                                          
2
 Kacung marijan,Demokratisasi di Daerah,pustaka Eureka, 2006, Hal.53 
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pasangan nomor urut dua Dr.H. Burhanudddin Baharuddin,SE.M.Si 
dan H.M.Natsir Ibrahim, SE. dengan perolehan suara 49.521 yang 
diusung oleh partai Golkar, kemudian pasangan nomor urut tiga yakni 
Jen Syarif Rifai dan Gassing Rafi dengan peroleha suara 10.195 yang 
diusung oleh partai Hanura,PAN dan PBB, kemudian pasangan nomor 
urut empat yakni H.Syamsari Kitta, S.Pt.,MM. dan Ir.H.Hamzah Barlian 
M.Si. dengan perolehan suara 40.152 yang diusung oleh partai PKS, 
PKB Demokrat dan PDIP, kemudian pasangan nomor urut lima yakni 
Dra.Hj.Masniar Mappasawang dan H. Burhan Talli, SE. dengan 
perolehan suara 3.700 yang selaku independent, kemudian pasangan 
dari nomor urut enam yakni Drs.H.Andi Makmur A. Sadda, MM. dan H. 
Nashar A. Baso,SH.M.Si. dengan perolehan suara 33.612 yang 
diusung oleh partai PPP, PDK, PKNU, kemudian pasangan dengan 
nomor urut tujuh atau pasangan terakhir yakni H. Achmad Daeng Se’re 
S.Sos dan Ir. H.Sukwansyah A Lomba, M.Si. dengan perolehan suara 
yakni 16.671 yang diusung oleh partai PKPB, PPPI, P.BARNAS, PKPI, 
PPIB, PNI, Marhaenis, PPDI,P. Patriot, PNBKI, PBR, P.Pelopor, 
P.Merdeka, PPNUI dan PSI.3 
 Perolehan suara diatas selama Pemilukada yang diadakan 
selama dua kali pemilihan secara langsung, calon dari partai Golkar 







selalu keluar sebagai pemenang Pemilukada di Kabupaten Takalar, hal 
ini tentu saja tidak terlepas dari kejayaan partai golkar pada masa lalu. 
Partai Golongan Karya, sebelumnya bernama Golongan Karya 
(Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai  bermula dengan 
berdirinya Sekber Golongan karya pada masa-masa akhir 
pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat 
untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam 
kehidupan politik. Perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud 
menjadi  Partai Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi 
peserta Pemilu. 
Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde 
Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan 
Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi 
pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, 
karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang 
sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan 
monoloyalitas PNS, dan sebagainya.4 Kejayaan partai Golongan karya 
pada masa lalu ternyata juga membawa dampak ke daerah-daerah 
dan kabupaten Takalar tidak lepas dari hal ini, tentu karena ini sudah 




menjadi hal yang turun temurun yang telah dilekatkan oleh masyarakat 
Takalar itu sendiri karena sudah dijadikan sebagai budaya. Faktor  
yang kedua tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat Sulawesi 
Selatan masih menganut budaya patron klien dan kabupaten Takalar 
juga tidak terlepas dari hal tersebut, dimana masyarakat masih mudah 
terpengaruh oleh elit-elit lokal yang ada di kabupaten Takalar, 
pengaruh elit ini gampang diikuti oleh masyarakat karena kebanyakan 
masyarakat hanya ikut ke tokoh adat atau tokoh masyarakat saja, 
sehingga mempermudah elit-elit lokal untuk meraut suara di daerah 
tersebut yang jelasnya elit ini mempunyai konstribusi terhadap daerah 
maka masyarakat akan mudah terpengaruh yang jelas kebanyakan 
dari mereka ikut dengan perintah tokoh masyarakatnya, kemudian 
apabila melihat. 
pengakaran partai golongan karya di kabupaten Takalar 
maka ini sudah sangat jelas. Selain itu, di kabupaten Takalar terjadi 
persaingan seperti kompetisi partai, adanya kedalaman partai Golkar 
itu sendiri serta adanya legitimasi aktor politik partai Golkar di 
Kabupaten Takalar. Selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten 
Takalar partai golongan karya selalu unggul, ini menandakan bahwa 
memang partai Golkar akarnya di Kabupaten Takalar kuat. Faktor 
berikutnya adalah roda organisasi partai golongan karya di Kabupaten 
Takalar selalu berjalan baik antar kader, sehingga solidaritas partai 
semakin kuat, sehingga ini akan membawa partai golongan karya 
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semakin kuat di Kabupaten Takalar, tidak heran jika partai golongan 
karya bisa memenangkan Pemilukada di Kabupaten Takalar. 
 Hal ini terlihat dari hasil Pemilukada yang terjadi di kabupaten 
Takalar selama dua kali diadakan pemilukada dan selalu menjadi yang 
terpilih dari calon partai yang berlambang pohon beringin tersebut, 
tidak dapat dipungkuri bahwa pemimpin atau elite di Kabupaten 
Takalar masih menganggap partai Golkar sebagai partai yang amanah 
sehingga dapat dirasakan juga oleh masyarakatnya. Golkar 
merupakan partai nasional dan agamis, tidak membeda-bedakan ras, 
suku, agama, maupun golongan.5 
Beranjak dari gambaran diatas, maka peniliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang ”Kemenangan Partai Golongan karya 
(GOLKAR) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten 
Takalar”. 
Beranjak dari latar belakang diatas maka peneliti hanya akan 
meneliti Pemilukada yang telah dilaksanakan secara langsung sesuai 
dengan undang-undang no. 32 tahun 2004, kemudian hanya akan 
membatasinya pada Pemilukada tahun 2012 hal ini dikarenakan agar 
data yang diperoleh akurat, karena Pemilukada di kabupaten Takalar 
belum lama diadakan. 
 
                                                          
5
 Bachtiar Adnan Kusuma,H. Ibrahim Rewa Nahkoda Dari Takalar,Yapensi,2006,hal.20 
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B.  Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yakni : 
1. Bagaimana kompetisi partai Golkar dalam memenangkan 
Pemilukada di kabupaten Takalar tahun 2012? 
2. Bagaimana kedalaman partai Golkar di kabupaten Takalar dalam 
memenangkan Pemilukada di kabupaten Takalar tahun 2012? 
3. Bagaimana Legitimasi aktor politik partai Golkar  dalam 
memenangkan Pemilukada di kabupaten Takalar tahun 2012? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis apa yang 
mempengaruhi kemenangan partai golongan karya pada Pemilukada 
di Kabupaten Takalar pada tahun 2012. 
D. Manfaat penelitian 
 1. Manfaat teoritis 
           a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang ingin   
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan 
partai Golkar pada Pemilukada yang diadakan di kabupaten 
Takalalar pada tahun 2007 dan tahun 2012 
 b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian Ilmu 
 politik untuk perkembangan keilmuan. 
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 2.Manfaat Praktis 
a. Sebagai referensi untuk Pemilukada berikutnya yang ingin 
mengetahui kemenagan partai golongan karya di Kabupaten 
Takalar. 


















 Untuk membahas kemenangan partai Golkar dalam 
memenangkan pemilihan umum kepala daerah secara langsung di 
Kabupaten Takalar, penulis akan menjelaskan beberapa poin yang 
berkaitan dan dapat menjadi rujukan dalam menggambarkan dan 
menganalisa rumusan masalah di atas seperti, konsep institusinalisasi 
partai, partai politik Pemilukada langsung, serta kerangka dan skema pikir. 
A. KONSEP INSTUTISIONALISASI PARTAI 
Keberadaan partai politik (parpol) rnenjadi salah satu bentuk  
bekerjanya mekanisrne demokrasi. Sebagai pengorganisasian 
warganegara yang rnerniliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan 
untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan negara serta mengisi posisi-
posisi politik di semua tingkata. Parpol menjadi jembatan penghubung 
politis antara pemilik kekuasaan dan rakyat dengan pemerintah 
sebagai pemegang mandat kekuasaan. Eksistensi partai politik yang 
sangat sentral dalam demokrasi ini tentunya tidak terlepas dari 
berbagai peran sangat penting yang diembannya dalam menjalankan 
demokrasi melalui pelaksanaan fungsinya. 
 Salah satu karakteristik pelembagaan partai dapat dapat ditinjau 
dari aspek otonominya. Partai politik yang memiliki derajat otonomi 
yang tinggi dalam pembuatan kebijakan (Decisin making) diasumsikan 
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memiliki tingkat pelembagaan partai yang lebih kuat. Sebaliknya 
ketidakmampuan partai untuk memproteksi diri terhadap campur 
tangan ekternal dalam pembuatan kebijakan mengidikasikan lemahnya 
tingkat pelembagaan partai.6 
Adanya beragam tipe partai politik telah menyulitkan adanya 
kesamaan pemahaman mengenai mana partai politik yang telah 
terlembagakan dengan baik dan mana yang tidak. Secara umum, 
pelembagaan partai politik dalam pengertian klasik Huntington adalah 
ketika organisasi parpol telah mendapatkan "value and stability."" Jika 
parpol telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai 
organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat 
stabilitas internal, maka parpol dapat dikatakan terlembagakan dengan 
baik.  
Pelembagaan partai politik dengan demikian melibatkan dua 
aspek penting, yaitu value infusion dan behavioral routinization. Yang 
pertama merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser 
fokus dari mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan individual yang 
spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi parpol Dari sini maka 
parpol akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di 
masyarakat, dan tentunya mengakarnya parpol. Sementara itu 
behavioral routinization terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang 
stabi!, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan 
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 Akbar tanjung,The Golkar Way,gramedia Pustaka Utama,2007,hal.134 
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informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada 
prediktabilitas dan regularitas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari 
para anggota, pengurus parpol, maupun masyarakat luas lainnya.
 
Hal 
ini tentu tidak mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya pembajakan 
parpol oleh segelintir elit maupun oligarki parpol untuk kepentingan 
politik sempit mereka.  
Menurut Huntington (1968:12), pelembagaan atau 
institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian dan 
prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Pelembagaan 
partai merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi partai yang 
dikembangkan Mainwaring dan Scully (1995): Pertama, stabilitas 
kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi 
akan mempertinggi angka volatility dalam pemilu. Kedua, kedalaman 
akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung 
utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi yang 
mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan 
ideologi yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut 
hungungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan ideologi 
antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang 
memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya 
legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai, mereka melihat partai 
sebagai sebah bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, partai 
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dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan 
subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya.7 
Pelembagaan partai menurut menurut Vicky Randall dan Lars 
Svasan adalah, proses pemantapan partai politik baik secara struktural 
dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam 
mempolakan sikap atau budaya (the process by wich the party become 
established in terms of both integrated patterns on behaviour and of 
attitude and culture). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek 
yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila 
kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel 
empat sel, yaitu  
1. Derajat kesisteman (systemnes) sebagai hasil persilangan 
aspek internal dengan struktural. 
 2. Derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai 
hasil persilangan aspek internal dengan kultural. 
 3. derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan 
(decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek 
eksternal dan struktural.  





4. derajat pengetahuan atau citra publik (reification) sebagai 
hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.8 
Kemudian ditambahkan oleh Robert E Goodin sebagai berikut : 
Berikut : 
1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu 
konteks yang dibatasi secara kolektif. 
2. Pembatasan - pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi,  
yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang 
dalam kehidupan sosial dan perilaku dari mereka yang 
memengang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara 
sosial dan mengalami perubahan terus-menerus. 
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam 
banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau 
kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. 
4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi 
kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi 
pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan 
kelompok-kelompok. 
5. Pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai 
peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. 
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6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan 
memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada 
individu dan kelompok masing-masing9. 
 
B. Partai Politik 
1. Defenisi partai politik 
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan 
membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-
orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan 
orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh 
mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan. 
Pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam pemilihan 
Presiden, Gubernur atau Bupati partai politik mempunyai peranan 
yang sangat penting. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai 
kendaraan politik untuk digunakan oleh aktor politik dalam maju 
sebagai kontestan pemilu ataupun Pemilukada, walaupun ada yang 
dikatakan sebagai jalur independent, tetapi kebanyakan aktor politik 
menggunakan partai politik sebagai alat untuk mencapai tujuannya, 
karena partai politik lebih efisien. Ada beberapa definisi tentang 
partai politik yang dikemukakan oleh ahli ilmu klasik dan 
kontemprer, antara lain sebgai berikut: 
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Menurut Carl J. Friedrich “Partai politik adalah sekelompok 
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut 
atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi 
pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan 
kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta 
materiil (A political, party is a group of human beings, stabily 
organized with the objective of securing or maintaining for its 
leaders the control of a government, with the further objective of 
giving to members of the party, through such control ideal and 
material benefits and advantages)”.10 
Sigmun Neumann dalam bukunya, Modern Political 
Parties, mengemukakan bahwa “Partai politik adalah organisasi 
dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 
kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 
persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 
yang mempunyai pandangan yang berbeda (A political party is the 
articulate organization of society’s active political agents; those who 
are concerned with the control of governmental polity power, and 
who compete for popular support with other group or groups holding 
divergent views)”.11 Menurut Neumann, partai politik merupakan 
perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan 







dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang 
resmi. 
Selain beberapa ahli diatas, ahli lain yang juga turut 
merintis studi tentang kepartaian mendefinisikan partai politik 
sebagai berikut: 
Giovanni Sartori “Partai politik adalah suatu kelompok 
politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan 
umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki 
jabatan-jabatan publik (A party is any political group that present at 
elections, and is capable of placing through elections candidates for 
public office)”.12 
David E. apter mendefinisikan bahwa partai politik 
merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya 
saing,tawar-menawar,dan negosiasi. Partai memungkinkan para 
politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak dan menjadi sesuatu 
yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika 
memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri di atas 
berbagai kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa 
sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain yang 
tidak, tetapi semua itu merupakan bagian permainan partai.13 








Hendarmin Ranadireksa mengungkapkan bahwa, Partai 
adalah organisasi politik, karena orientasi partai adalah pada cita-
cita memperjuangkan visi atau ideologi tertentu, dalam skala 
negara yang diyakini mampu menuju masyarakat sejahtera. 
Selanjutnya cita-cita partai hanya bisa terwujud apabila berhasil 
meraih kekuasaan melaui kemenangan dalam pemilu. Kekuasaan 
adalah sasaran partai untuk dapat mewujudkan cita-cita tanpa 
kekuasaan tidak lebih hanya sebagai wacana.14 
 
2. Fungsi Partai Politik 
a. Sebagai sarana komunikasi politik 
Peranan partai politik yang paling utama adalah 
menyampaikan aspirasi rakyat terhadap permasalahan yang 
terjadi, di dalam masyarakat yang modern dan konfleks, banyak 
aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang berkembang dalam 
masyarakat harus disatukkan dengan aspirasi masyrakat lain, 
agar aspirasi ini tidak hilang dengan begitu saja. Proses aspirasi 
ini dinamakan  dengan “penggabungan kepentingan”. Sesudah 
digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan 
dalam bentuk yang lebih teratur, prosesini dinamakan 
“perumusan kepentingan”, dengan mengagregasi dan 
mengartikulasikan kepentingan masyarakat maka beban  dalam 
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masyarakat akan berkurang. Agregasi dan artikulasi adalah 
salah satu fungsi komunikasi politik. Setelah itu partai 
menjadikannya sebagai usul kebijakan, kemudian dimasukkan 
dalam program untuk diperjuangkan melalui parlemen sehinnga 
sampai kepada pemerintah sehinnga dijadikan kebijakan umum. 
Sigmund Neuman dalam hubungannya dengan komunikasi 
politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang 
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi- ideolgi sosial 
dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang 
mengkaitkannya dengan aksi politik dalam masyarakat yang 
lebih luas.15 
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Sosialisasi politik dalam ilmu politik diartikan sebagai 
suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan 
orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku 
dalam masyarakat di mana ia berda. Sosialisasi politik juga 
sebagai proses  yang melaluinya masyarakat menyampaikan 
“budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu 
generasike generasi berikutnya,d engan demikian sosialisasi 
politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya 
politik (political culture) suatu bangsa. Suatu defenisi yang 
dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush (1992) : 
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Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang 
dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. 
Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi 
mereka terhadap fenomena politik (Political socialization may be 
definedis the process by which individuals in a given society 
become acquainted with the political system and which to a 
certain degree determines perceptions and their reactions to 
political phenomena).16 
c. Sebagai Sarana Rekrutmen politik 
Rekrutmen politik adalah seleksi dalam pemilihan 
atau seleksi dalam pengangkatan seseorang atau sekelompok 
orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem 
politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.17  
Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai 
politik itu merupakan partai tunggal seperti seperti dalam sistem 
politik atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas 
dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang 
membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. 
d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik 
Perbedaan pendapat, konflik sudah menjadi hiasan 
dalam kehidupan demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya 
kepentingan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang 
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 Ramlan surbakti,Memahami Ilmu Politik,PT Gramedia Widiasara 
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lain. Peran partai politik diperlukan untuk mengatasinya, atau 
sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga 
akibat negatifnya dapat ditekan seminimalmungkin. Peran elit 
partai disini adalah menumbuhkan pengertian diantara mereka 
dan bersama dengan tujuan yang menyakinkan pendukungnya. 
Sehingga hubungan psikologis antara warga negara dan 
pemerintahannya dapat terjalin dengan baik. 
3. Pengklasifikasian jenis partai yang dilihat dari sudut pandang 
secara umum, adalah seperti di bawah ini; 
1. Partai Proto 
  Jenis partai ini merupakan karakter dasar dari tipe awal 
parpol, yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau 
intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah ke 
atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif rendah 
(sederhana). Belum sepenuhnya sebagaimana dalam ciri parpol 
modern. Ciri yang masih menonjol, dan ciri yang jelas adalah 
pembedaan antara kelompok anggota dan non-anggota. 
2. Partai Kader 
  Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut 
partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari 
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golongan kelas menengah ke atas.18 Secara historis partai ini 
berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada 
masyarakat luas. Anggotanya kebanyakan kelas menengah ke 
atas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk 
memobilisasi massa. Keanggotaannya terbatas, kepemimpinan 
serta para pemberi dana partai kader tidak memerlukan 
organisasi besar yang dapat memobilisasi massa, dengan 
demikian partai kader lebih tampak sebagai suatu kelompok 
informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada 
disiplin. 
3. Partai Massa 
           Berkembangnya jenis ini karena adanya perluasan hak 
pilih rakyat. Parpol ini dihentuk di luar parlemen . Orientasi 
parpol ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani 
dan massa lainnva. Tujuannva adalah untuk pendidikan politik 
dan pemenangan pemilu. Ideologi dan organisasinva rapi. 
4. Partai Diktaktoral  
  Jenis  ini adalah merupakan subtipe partai massa. 
Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan 






kontrol ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana 
anggota parpol dituntut mengabdi secara total. Jenis partai ini 
banyak juga ditemukan, terutama pada partai-partai baru yang 
berangkat dari ideologisasi yang baru pula. 
5. Partai Catch-All  
 Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader 
dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial 
sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya 
memenangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelom-
pok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak terlalu 
kaku.19  
C. PEMILUKADA LANGSUNG 
 
 Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sudah 
dilaksanakan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (UU 32/2004), 
kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
(UU 22/2007) tentang penyelengaraanPemilihan Umum, Pemilukada 
dimasukkan dalam rezim pemilu, sehinnga secara resmi bernama” 






Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah” 
Pemilukada pertama kali diselenggarakan berdasarkan Undang-
undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007. 
Sejak itu pula berubah menjadi pemilihan Umum kepala Daerah 
dan wakil   Kepala Daerah (Pemilukada). Menurut UU 22/2007 di atas 
pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan 
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk 
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 
dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Dasar hukum mendasari pemilihan kepala Daerah (Pemilukada) 
Langsung ini adalah Amandemen kedua (2002) pasal 18 UUd 45 ayat 
(4) yang menyebutkan.20 
 “Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala daerah pemerintahan daerah provinsi,kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis”. 
Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai pemilihan kepala 
daerah secara langsung atau tidak langsung, tetapi karena tuntutan 
rakyat yang begitu besar untuk melaksanakan pemilihan langsung 
tidak hanya untuk pemelihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga 
pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, maka undang-
undang nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang 
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 Sarunjadang,Pilkada Langsung  problematikadan prospek,2002,Hal, 13 
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nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah juga mengatur 
tentang hal pemilihan kepala Daerah secara langsung. Hal ini berbeda 
dengan Undang-undang 22/1999, dimana pemilihan kepala daerah 
dipilih oleh DPRD (pasal 18 ayat (1)). 
Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk mencari 
pemimpin yang jujur dan adil. Demokrasi di dalam Pemilukada secara 
langsung bisa terlihat manakalah proses pemilihan itu didasarkan pada 
prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi.21 Pemilukada secara 
langsung itu didasarkan pada prinsip konsentrasi diantara berbagai 
kekuatan politik yang ada dan adanya partisipasi warga daerah 
didalam proses pemilihan itu, tetapi lebih kekontes yang lebih 
substansial khususnya manakalah makna demokrasi tidak hanya 
dikerucutkan pada permasalahan politik semata. 
Demokrasi akan terlihat sejauh mana para kepala Daerah yang 
dipilih itu benar-benar dikendaki oleh rakyat dan setelah dipilih mampu 
mensejaterahkan rakyat atau tidak. Apabila ditempatkan pada di dalam 
konteks demokrasi secara procedural, setiap warga negara memang 
memilliki kesempatan yang sama untuk bisa terpilih sebagai kepala 
daerah yang tercermin dari adanya jaminan kontestasi, partisipasi dan 
kebebasan dalam berpolitik. Bangunan politik pasca orde baru 
memungkinkan relatif terdapatnya jaminan seperti ini.masyarakat diberi 
kesempatan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi 
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politik, menyalurkan aspirasi politiknya dan ikut di dalam kompetisi di 
dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih. 
Tataran empiris kesempatan itu sebenarnya berbeda antara 
satu orang dengan orang yang lain, karena modal yang dimiliki setiap 
orang di dalam konteks pemilukada secara langsung pada 
kenyataannya berbeda-beda. Argumen demikian sering ditenkankan 
oleh penganut perspektif elit. Bahwa di dalam realiatas hanya orang-
orang tertentu saja yang hanya memiliki kesempatan untuk menjadi 
elite atau pemimpin. Seseorang atau sekelompok orang hanya bias 
menjadi elit manakala memiliki kelebihan-kelebihan ekonomi maupun 
kemampuan pribadi termasuk kemampuan yang memanipulasi ideologi 
sehingga massa menjadikan seseorang atau sekelompok orang 
menjadi elit. 
Pandangan para penganut perspektif elit, dalam derajat tertentu 
ada benarnya manakala kita mencermati proses pilkada secara 
langsung. Secara prosedural ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh seseorang untuk menjadi kepala Daerah, sebagaimana yang yang 
terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang 
pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Sebagai bagian dari 
proses seleksi, syarat-syarat itu jelas tidak dapat dipenuhi oleh semua 
warga daerah. Proses seperti ini telah membatasi siapa-siapa saja 
yang berhak ikut dalam kontestasi pilkada secara langsung. 
Sementara itu pada saat pemilihannya, juga terdapat seleksi yang 
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dilakukan oleh para pemilih jelas mendasarkanpada diri pada 
pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan ideologis 
maupun pragmatis. Ketika pilihan itu didasarkan pada kesamaan dan 
loyalitas gagasan yang hendak diperjuangkan, itu berarti pilhannya 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis. Tetapi apaila 
pilhan itu didasarkan pada cost and benefits, misalnya, berarti 
didasarkan pada pertimbangan pragmatis. 
Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk 
mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang 
damai jujur,dan adil. Pilkada menurut UU no. 32/2004 tentang 
pemerintahn daerah adalah “bahwa pelaksanaan pilkada langsung 
pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokrasi 
di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi 
daerah seluas-luasnya”. 
Selain itu Pemilukada dapat dikatakan demokratis apabila 
memperhatikan asas pemilu. 
Berdasarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 dan pasal 2 UU 
Nomor 12 tahun 2003,pemilu dilaksanakan berdasarkan asas 





  Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 
memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati  
nuraninya, tanpa perantara. 
2. Umum 
  Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi 
yang memenuhi persyaratanberhak mengikuti pemilu. 
Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna jaminan 
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga 
negara, tanpa deskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, kedaerahan,pekerjaan dan status 
sosial. 
3. Bebas 
  Setiap warga negara yang berhak memilih bebas 
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa 
pun. Setiap warga negara dijamin keamnannnya sehinnga 
dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan 
kepentingannya. 
4. Rahasia 
  Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh 
pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih 




  Penyelenggaran pemilu, setiap penyelenggara 
pemilu, aparat pemerintah peserta pemilu, pengawas pemilu, 
pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait 
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
6. Adil 
  Penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta 
pemilu mendapatkan perlakuan yang sama,serta bebas dari 
kecurangan pihak manapun.22    
7. Berkala (teraratur) 
 Pemilihan umum itu dilaksanakan secara teratur 
sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh 
negara yang bersangkutan, misalnya Indonesia untuk lima 
tahun atau untuk negara-negara dengan sistem parlementer 
sesuai dengan konstitusinya atau pada saat disepakati oleh 
perdana menteri dan kepala negara ada mosi dari parlementer 
negara tersebut yang menganut cabinet mundur.23 
D. Kerangka pikir 
Indonesia adalah negara yang menganut system multi partai, 
jadi tidak heran jika di dalam pemilu atau pemilukada terdapat 
bermacam-macam partai yang bergulat dalam pertarungan politik 
                                                          
22
 Drs.sunardi,kewarganegaraan,tiga serangkai,2004,Hal 61 
 
23
 Toni Andrianus,mengenal Teori-Teori Politik,Nuansa,2006,hal.311 
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tersebut. Tetapi kebanyakan dari partai tersebut tidak lolos dalam 
parlementary threshold. Dalam persaingan di kanca nasional. 
Sehingga kebanyakan partai bergabung dengan partai lain. Hal ini pun 
juga tidak luput yang terjadi di daerah, banyak partai politik yang 
berlomba-lomba mengikuti kompetisi untuk mengantar para calonnya 
untuk berperan atau bertarung untuk mendapatkan kekuasaan di 
daerah. 
Dengan lahirnya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang 
pemilihan umum kepala daerah secara langsung (Pemilukada). Dari 
yang sebelumnya kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota 
dipilih oleh dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)tetapi dengan 
lahirnya Undang-undang tersebut maka pemilihan kepala daerah 
dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Sejak berlakunya 
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum, 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-
undang ini, pemilukada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). 
Pemilukada pertama pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, 
sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah".Pemilukada merupakan sarana untuk 
mendapatkan sosok pemimpin di daerah secara demokratis, yang 
diterima oleh masyarakat dan mampu mengelola pemerintahan lebih 
subjektif, efisien dan produktif. Pemimpin yang benar-benar peduli 
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terhadap aspirasi masyarakat, mengerti akan kebutuhan masyarakat, 
memahami betul permasalahan daerah dan nantinya bisa bersikap 
trasparan serta mengajak masyarakat bersama-sama menyukseskan 
pembangunan demokrasi. 
Dengan adanya pemilukada di daerah secara langsung, tentu 
membawa para persaingan ketat partai politik untuk bertarung dalam 
memenangkan kandidatnya. Hal ini juga terjadi pada partai golkar di 
kabupaten Takalar yang berjuang keras untuk selalu meraih 
pemilukada. Dengan merujuk kepada dimensi yang dikembangkan 
oleh Mainwaring dan scully tentu gambaran partai golkar akan jelas 
tergambar mengenai factor kemenangan partai golkar di kabupaten 
Takalar. Pertama stabilitas kompetisi partai. Satabilitas kompetisi partai 
merupakan hal yang utama untuk meraih perolehan suara baik daerah 
maupun nasional, dan hal ini juga terjadi di kabupaten Takalar, karena 
partai Golkar tidak mempunyai banyak isu-isu negative termasuk di 
kabupaten takalar, dan partai golkar sudah popular sehingga stabilitas 
kompetisi partai golkar dapat terjaga. Kedua kedalaman akar partai 
apabila berbicara mengenaikedalam akar partai maka partai golkar 
sudah tidak diragukan lagi di kabupaten Takalar hal ini dapat dilihat 
dari hasil-hasil pemilukada yang dilaksanakan di kabupaten Takalar 
dan hampir semua kecamatan golkar yang selalu dominan. Ketiga 
adanya legitimasi partai. Dengan adanya legitimasi partai politik maka 
actor akan mempunyai pegangan yang kuat dalam menjalankan 
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demokrasi, karena dianggap alat yangsah untuk menjalankan roda 
demokrasi. Keempat bukan kepentingan dari pemimpinnya. Dengan 
adanya partai golkar di kabupaten takalar dan tidak mementingkan 
elite partai maka masyarakat memilih atau mempercayai partai golkar 
sebagai partai politiknya termasuk dalam pemilukada dikabupaten 
Takalar. 
Dari hasil pemilukada di kabupaten Takalar selama dua periode 
secara langsung ternyata masyarakat masih mempercayai partai 
golkar sebagai partainya dan untuk pemaparan kemenangan dapat 
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 Metode penelitian dalam bab ini akan menjelaskan beberapa hal 
yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini seperti: lokasi penelitian 
dan waktu penelitian, tipe dan dasar penelitian, jenis data, teknik 
pengumpulan data, pemilihan informan dan unit analisis, serta teknik 
analisis data. 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Kabupaten Takalar, hal yang menjadi 
pertimbangan, karena Kabupaten Takalar merupakan tempat 
terjadinya pemilihan Kepala Daerah, yang dimenangkan oleh partai 
Golkar. Hal inilah yang membuat penulis untuk mengambil Kabupaten 
Takalar sebagai sampel lokasi penelitian. Waktu penelitian adalah 
tahun 2013, Karena pada tahun 2013 kepala daerah dari partai 
golongan karya telah ditetapkan sebagai Bupati. 
B. Tipe dan Dasar penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
Kualitatif, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk 
menggambarkan secara faktual mengenai faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kemengan partai golongan karya pada Pemiihan 
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Umum Kepala Daerah di Kabupaten  Takalar. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan dan mencari hubungan-hubungan baru yang 
terdapat pada suatu masalah yang luas dengan cara mengumpulkan 
data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali informasi dari 
sebuah masalah. 
 Adapun dasar penelitian ini adalah studi kualitatif yaitu 
pendekatan ditujukan pada jajaran partai golongan karya, orang 
banyak tahu tentang partai golongan karya serta masyarakat 
Kabupaten Takalar, yang akan menggambarkan peristiwa yang terjadi 
yang lebih relevan dijawab dengan strategi studi kasus dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan tetap memperhatikan aspek 
efisiensi serta efektifitas guna pencapaian tujuan penelitian. 
C. Jenis Data penelitian 
1.  Data primer 
 Data ini diperoleh melalui informan dengan menggunakan 
teknik wawancara, dalam pelaksanaan teknik ini penulis 
mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan 
informan. Peneliti turun langsung ke Daerah penelitian untuk 
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk. seperti hasil 
wawancara dan data dari KPU.Jadi data primer adalahsemacam 
data yang masih murni yang belum pernah diolah dan langsung 
diambil dari sumbernya. 
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2.  Data sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, 
literature, artikel-artikel serta referensi lainnya yang berhubungan 
dengan partai golongan karya dan kemenangannya. Selain itu, 
juga terdapat situs-situs atau website yang telah diakses untuk 
memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder adalah data 
yang telah diolah dalam bentuk naskah atau dokumen. 
D.Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1.  Wawancara 
 Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 
irforman yang dianggap berkompeten dan sesuai dengan 
kemampuan serta mempunyai hubungan dengan penelitian. peneliti 
akan bertemu langsung dengan responden dan berwawancara 
secara mendalam sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian 
agar data yang diperoleh sesuai dengan kenyataannya atau valid.  
2. Dokumentasi 
      Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
dokumentasi, yaitu memperoleh sumber data yang tertulis dari 
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berbagai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga maupun yang dikeluarkan oleh indivudu. Dokumen yang 
akan dijadikan sebagai sumber referensi adalah dapat berupa 
buku, artikel, surat kabar, serta artikel diinternet dan lain 
sebagainya. 
E.  Pemilihan Informan dan Unit Analisis 
 Informan dalam penelitian ini, adalah orang-orang atau pihak-
pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data seakurat 
mungkin. Penelitian tentang Kemenangan partai golongan karya pada 
Pemilukada di Kabupaten Takalar yakni jajaran pengurus partai 
golongan karya, tokoh adat atau tokoh masyarakat dan masyarakat 
Kabupaten Takalar, agar data yang diperoleh akurat. Kata-kata, 
kalimat, ungkapan baik lisan maupun tulisan, menjadi unit analisis dari 
penelitian ini. 
F. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data pada penelitian ini adalah membagi 
empat tahap teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi 
data,sajian data dan penarikan kesimpulan. 
1. Pengumpulan data 
    Teknik analisis data yang pertama kali dilakukan adalah 
pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data yang 
berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, kajian 
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pustaka, observasi dan sebagainya, dalam hal wawancara 
peneliti menggunakan perekam suara seperti hp, daftar 
pertanyaan dan lain-lain. Pada saat pengumpulan data, peneliti  
berhati-hati dalam mencatat data jangan sampai dicampurkan 
dengan pikiran peneliti.  
2. Reduksi data 
  Langkah berikutnya adalah reduksi data. Data yang telah 
terkumpul kemudian dibuat reduksi data, untuk memilih data yang 
relevan dan memfokuskan data yang mengarah atau berhubungan 
langsung dengan objek yang akan diteliti, kemudian melakukan 
penyederhanaan dan menyusun secara sistematis hal-hal penting 
dari data yang ditemukan. Pada proses reduksi data, hanya data 
yang mengarah ke objek masalah penelitian yang akan direduksi, 
dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang 
yang tidak penting, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik 
kesimpulan. 
3. Sajian data 
 Proses penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau 
kata-kata maupun gambar. Tujuan dari sajian data adalah untuk 
menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan 
keadaan atau masalah yang terjadi. 
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4. Penarikan Kesimpulan 
 Penarikan kesimpulan hampir sama dengan reduksi data. 
Reduksi data dalam proses ini adalah semua data diambil dan 
ditarik data sementara, kemudian setelah data benar-benar lengkap 


















A. Gambaran umum Lokasi penelitian 
Kabupaten Takalar berada antara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan 
dan antara 119.22-118.39 derajat  Bujur Timur. Kabupaten Takalar 
dengan ibukota Pattalasang terletak 29 km arah selatan dari Kota 
Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten 
Takalar adalah sekitar 566,51 km2, dimana 240,88 km2 diantaranya 
merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km 
dan jumlah penduduk sekitar ± 250.000 dengan batas wilayah 
Kabupaten Takalar sebagai berikut : bagian Utara Kabupaten Takalar 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian 
Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten 
Gowa, bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores, bagian Barat dibatasi 
oleh Selat Makassar.24 
Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan 
masing-masing :   
1. Kecamatan Manggarabombang 
2. Kecamatan Mappakasunggu 
3. Kecamatan Polombangkeng Selatan 






4. Kecamatan Polombangkeng Utara 
5. Kecamatan Galesong Selatan 
6. Kecamatan Galesong Utara 
7. Kecamatan Pattalassang 
8. Kecamatan Galesong 
9. Kecamatan Sanrobone 
Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan 
dan perbukita. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah 
dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi 
antara 0-25, derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, 
dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu 
gemping, serta beberapa tempat batuan lelehan basal. 
Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim 
hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan 
Oktober sampai bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim 
hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi 
rata-rata harian adalah 27,9 C (Oktober) dan terendah 26,5 C( Januari – 
Februari) temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4 C pada 
bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 C pada bulan 
September - Januari. 
  Berdasarkan letaknya geografisnya, Kabupaten Takalar dapat 
dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 
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a.   Kabupaten  Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palombangkeng 
Utara dan Palombangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian 
dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah 
bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah 
yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. 
b.  Kabupaten  Takalar bagian Tengah (wilayah Pattalassang;ibukota 
Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur 
sehingga di  wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk 
pertanian, perkebunan dan pertambakan. 
c.  Kabupaten  Takalar bagian Barat ( meliputi Mangarabombang, 
Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Kota, Mappakasunggu 
dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang 
cukup subur untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan 
daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan 
laut. Potensi ikan terbang, telur ikan terbang, dan rumput laut di 
wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan. 
Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan 
laut, pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan 
pada tahun 2006 sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 
ha yang tersebar di hampir setiap kecamatan Produksi ikan laut di 
Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 ton. Selain itu 
Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput 
laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat 
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potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput 
laut. Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah  
kota Makassar, dimana Kota Makassar adalah  ibu kota sekaligus 
pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. 
Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai 
positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi 
dengan baik kejenuhan perkembangan  kegiatan industri Kota 
Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan 
kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Sebagai 
wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun 
masih pelabuhan sederhana maka  Kabupaten Takalar memiliki akses 
perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan 
geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk 
investasi atau penanaman modal, dengan fasilitas pelabuhan yang 
ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai 
pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk 
kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan. 
Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi 
darat, seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak yang relatif 
tidak jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, jalan beraspal 
dan sarana transportasi laut yang  memadai berupa pelabuhan atau 




B. Gambaran Umum Partai Golongan Karya  
1. Sejarah dan Visi Misi Partai Golongan Karya 
 Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama 
Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya 
(Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR 
bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR pada masa-masa akhir 
pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat 
untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan 
politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud 
menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta 
Pemilu. 
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru 
Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan 
mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-
Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 
1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan 
Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung 
kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan 
sebagainya.25 
                                                          




Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber 
Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar 
didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( 
seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh 
organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam 
Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). 
Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber 
Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam 
kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin 
meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan 
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh 
politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah 
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal 
(Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) I Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini 
bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi 
anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa 
perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk 
menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 
organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. 
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Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR 
ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 
(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 
4. Organisasi Profesi 
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 
7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971,  
7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR 
tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 
untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar 
yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, 
tetap dipertahankan sampai sekarang. 
Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah 
satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR 
sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi 
politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang 
mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar 
sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan 
kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke 
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GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil 
menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan 
suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda 
dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.  
NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai 
Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di 
Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara 
signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai 
ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali 
kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR 
mengubah dirinya menjadi GOLKAR. 
GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini 
mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan 
mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR 
menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen 
Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun 
mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). 
Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan 
sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-
aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga 
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kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan 
tulang punggung rezim militer Orde Baru. 
Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan 
oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru 
berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, 
hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar 
Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru 
melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, 
jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar 
birokrasi. 
Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian 
terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. 
Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini 
selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam 
pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi 
bergulir. 
Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. 
Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini 
kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat 
partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca 
di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era 
ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah 
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kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat 
itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak 
sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan 
krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang 
cukup legendaris. 
Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi 
bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era 
Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke 
dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar 
kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang 
pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. 
Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun 
ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam 
Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum 
menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal 
bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia 
menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 
nanti. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa 
• Djuhartono (1964-19• Suprapto Sukowati (1969–1973) 
• Amir Moertono (1973–1983) 
• Sudharmono (1983–1988) 
• Wahono (1988–1993) 
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• Harmoko (1993–1998) 
• Akbar Tandjung (1998–2004) 
• Jusuf Kalla (2004–2009) 
• Aburizal Bakrie (2009–sekarang) 
 Apabila berbicara tentang sejarah perjalanan partai Golongan 
Karya di kabupaten Takalar, maka sejarahnya tidak jauh berbeda dengan 
secajarah nasional partai Golongan karya itu sendiri, karena mempunyai 
aturan yang sama antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Untuk 
di kabupaten takalar sendiri Partai Golongan karya masuk sekitar tahun 
1970-an, dengan aturan yang sama dengan aturan yang ada dipusat, 
termasuk monoloyalitas PNS, sebelum masa orde baru tumbang. 
Kemudian adapun visi dan misi partai Golongan Karya adalah sebagai 
berikut :  
a. Visi 
 Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding 
fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap 
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan 
perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita 
Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan 
bangsa mencapai cita-citanya. 
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Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, 
modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang 
beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat 
madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan 
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos 
kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi. 
b. Misi 
Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi 
tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, 
yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita 
Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala 
bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan 
supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak 
asasi manusia.  
Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR 




Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, 
mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi sertakepentingan 
rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. 
Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui 
sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat 
menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan 
posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol 
atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan 
sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 
Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik 
yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai 
pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.26 
2. Struktur Dewan Pimpinan  Daerah II (DPD II) Partai Golongan Karya 
Kabupaten Takalar TAHUN 2010-2015 
Adapun struktur Dewan Pimpinan  Daerah II (DPD II) Partai Golongan 
Karya Kabupaten Takalar adalah sebagi berikut : 
Ketua Umum  :  H. M. Natsir Ibrahim, SE. 
Sekertaris Umum :  H. Alamsyah Demma, S.Ip., M.Si. Bendahara 
Umum :  H. Habsi Ibrahim, S.Sos. 





No Bidang-Bidang Nama Jabatan 




Abd. Rahman Nassa 
H.Patahuddin Sutte 
H.Ahmad Kasman 
Hj. Matia Pajja 








2.  Bidang kaderisasi 
dan keanggotaan 
Bahar Itung 
Drs. H. Abbas Tarru 
H. Zainuddin Naba, BA. 
Nursyamsu, S.Ip. 
Silahuddin 







3. Bidang Organisasi Ardianto Rajab, SE 
Rapiuddin, S.pdi. 
Drs. Syafaruddin rurung 
Abd. Rahim 









4. Bidang Pengabdian 
Masyarakat  
 
Drs. Abd. Karim Itung 
H. Ince Husain Dg. Parani 
 syahrir Lira 
H. Mattalunru  









5.  Bidang Hukum dan 
HAM 
   
Abd. Samad, SH., M. Kn 
Abd. Hakim, SH 
Syawaluddin, SH 
Syaifuddin, SH 
Hamka Sibali, SH 












H. Emba dg. Bombong 
Junaidi 
Maudu 








7. Bidang tenaga kerja, 
koperasi dan UKM 
Bachtiar Abbas, BA, E 
H. M. Jabar Nanga 


































H. Risal Faisal, S.sos. 
Muh. Irham Tiro, M.Si. 
Muh. Arif Lawa, SE 










10 Bidang Perempuan 
 
Aminah Kalla 
Hj. St. Wahidah Ratang 
Hj.Rosdiana Muchlis 










11 Bidang Keagamaan 
 
Muh. Rasul, S.Ag 
Drs. H. Syamsuddin 
Lurang 
H. Baso Taba 
Drs. H. Ismail Bali 
Ramli Nya’la 






























HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Partai Golongan karya merupakan partai besar yang ada di 
Indonesia, yang telah ikut mewarnai perhelatan perpolitikan di Indonesia, 
baik dalam skala nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam 
Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden 
Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka 
tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu 
pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 
dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan 
Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung 
kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS. 
 Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22% suara. Ini 
merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu 
sebelumnya. Dalam pemilu 1997 Golkar (belum menjadi partai) 
memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu 
sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 
1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. 
Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer. Walaupun 
pada pemilu  tahun 1999 partai Golongan karya mengalami penurunan 
yang sangat drastis, tapi pada pemilu 2009 partai golongan karya kembali 
menampakkan dirinya dalam pertarungan tersebut karena partai golongan 
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karya berada pada urutan kedua. Adapun faktor-faktor kemenangan 
partaigolkar di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 
A. Kompetisi Partai Golkar  
 Persaingan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan maupun 
itu dalam pendidikan, dunia kerja maupun pada dunia hiburan, 
bahkan dalam dunia perpolitikan sebuah persaingan sangat berat 
baik itu antar partai politik maupun antar calon yang maju untuk 
dipilih pada pesta demokrasi, bahkan jauh sebelum pelaksanaan 
pesta demokrasi persaingan antar partai politik maupun antar para 
calon sudah terjadi,demi merebut hati dan simpati masyarakat agar 
terpilih pada pemilihan. 
 Kemenangan partai golongan karya pada pemilihan umum 
kepala daerah di kabupaten Takalar tentu bukan hal yang mudah, 
meskipun partai golongan karya termasuk partai besar di Indonesia 
termasuk di Takalar, hal ini dikarenan pada pemilihan umum kepala 
daerah kabupaten Takalar pada tahun 2012 terdapat tujuh pasang 
calon kepala daerah untuk bersaing dalam kanca perpolitikkan 
tersebut. Untuk memengkan pemilihan umum kepala daerah di 
Kabupaten Takalar khususnya dalam hal kompetisi partai, selain 
partai yang ikut bersaing dengan partai lain, figur-figur partai Golkar 
juga ikut bersaing dalam memenangkan Pemilukada tersebut. 
 Kabupaten Takalar sebelum pemilu dilaksanakan sudah 
terjadi persaingan antar partai politik, dimana mereka saling 
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menjatuhkan antar kandidat yang tentunya berasal dari partai politik 
yang berbeda pula dan selalu melakukan pendekatan kepada 
masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh H. Muhidin mursalim, 
S.Sos.,MM. 
 “Selain kita berkompetisi sesama partai kita juga  
berkompetisi dengan kandidat, tetapi yang menjadi 
permasalahan pada masyarakat desa masih rendah tingkat 
pengetahuannya, jadi siapa yang rajin melakukan 
pendekatan, maka dialah yang terpilih”27 
 
 Dari pernyataan diatas selain partai, kandidat-kandidatnya 
juga ikut bersaing dalam mencapai tujuannya. Hal ini sesuai 
dengan teori yang diungkapkan oleh Sigmun Neumann dalam 
bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan bahwa “Partai 
politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha 
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut 
dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau 
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda 
(A political party is the articulate organization of society’s active 
political agents; those who are concerned with the control of 
governmental polity power, and who compete for popular support 
with other group or groups holding divergent views)”.28 Dari 
pernnyataan diatas jelas bahwa partai Golkar serta pengurusnya, 
melakukan persaingan dengan yang lain dengan cara melalukan 
                                                          
27
  Wawancara dengan wakil ketua DPD II kabupaten Takalar Bidang pemenangan Pemilu 
29/072013 
28
 Miriam Budiarjo,Dasar-dasar ilmu politik,PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal.404 
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pendekatan-pendekatan secara emosional kepada masyarakat 
desa yang tingkat pengetahuannya masih rendah tentang politik, 
jadi siapa yang paling sering melakukan pendekatan kepada 
masyarakat maka dialah yang akan terpilih, dan hal inipun 
dilakukan oleh partai Golongan karya dalam menarik simpati 
masyarakat untuk memperoleh dukungan. Selain itu karena partai 
Golongan karya merupakan partai yang struktur organisasinya 
lengkap maka partai ini berkompetisi di tingkat kecamatan bahkan 
ke tingkat desa dan partai ini solid dalam mengambil simpati 
masyarakat setempat, karena yang terbangun adalah hubungan 
emosional yang kuat jadi bisa dikatakan persaingan partai disini 
adalah perasukan yang dalam ke masyarakat. Persaingan partai 
politik ini dapat dilihat dari berbagai tingkatan di kabupaten Takalar, 
karena partai Golkar di kabupaten Takalar merupakan partai yang 
struktur organisasinya lengkap karena merambah sampai ke 
pelosok desa-desa, selain itu, yang menjadi pengurus partai Golkar 
di kabupaten Takalar khususnya ditingkat desa dan kecamatan 
kebanyakan adalah tokoh masyarakat setempat, kemudian untuk 
persaingannya itu sendiri para pengurus partai ini tidak henti-
hentinya melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri. 
 Pengurus partai golkar ditingkat kecamatan dan desa 
merupakan tokoh-tokoh adat masyarakat setempat, jadi hal ini pula 
yang merupakan strategi partai Golkar yang menempatkan 
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anggota-anggota dalam struktur kepengurusan, karena beranjak 
dari pernyataan diatas yang menyatakan di Takalar tingkat 
pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga gampang 
melakukan pendekatan, apalagi yang melakukan pendekatan 
adalah tokoh adat atau tokoh masyarakat, sehingga masyarakat 
akan mudah menerimanya termasukdalam hal politik. 
 Pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2012 di 
kabupaten Takalar memang terjadi persaingan keras antara partai 
politik itu sendiri, hal ini juga di ungkapkan oleh asis dg nyampa 
S.Sos. Selaku pengurus partai golongan karya 
“kompetisi partai golongan karya dibandingkan dengan partai 
lain keras. Partai Golkar yang anggota-anggotanya yang 
tergabung dalam legislatif bersi keras untuk mengumpulkan 
suara terbanyak demi untuk kemenangan partai golkar dan 
menarik terus simpati masyarakat agar partai golkar tetap 
jaya”29 
 
 Dari pernyataan diatas jelas bahwa partai golongan karya 
dalam usaha memenangkan pemilihan umum kepala daerah selalu 
melakukan kompetisi dengan partai lain dan selalu menarik simpati 
masyarakat untuk memilihnya. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Carl J. Friedrich “Partai politik adalah 
sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah 
bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, 
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memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat 
idiil serta materiil (A political, party is a group of human beings, 
stabily organized with the objective of securing or maintaining for its 
leaders the control of a government, with the further objective of 
giving to members of the party, through such control ideal and 
material benefits and advantages).30Persaingan yang partai yang 
terjadi di kabupaten Takalar sangat kompleks, Karena bukan hanya 
terjadi di beberapa pusat kota di kabupaten Takalar, tetapi 
merambah ke semua pelosok-pelosok desa yang menjadi 
keuntungan partai Golkar dalam hal ini, karena partai Golkar adalah 
partai yang besar yang sudah melekat dan menbarah daging dalam 
masyarakat, ditambah lagi dengan struktur organisasi yang lengkap 
dimana bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi semua lengkap 
dari kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. 
 Persaingan di tingkat desa partai Golkar dikabupaten 
Takalar juga bersaing keras dengan partai lain, tetapi partai golkar 
tidak terlalu kesusahan, karena pengurus-pengurusnya ditingkat 
desa merupakan tokoh masyarakat di desa tersebut, selain itu para 
pengurus partai golkar selalu melakukan pendekatan secara 
emosional dengan konstituennya. Sehingga hal ini yang menjadi 
salah satu satu faktor kemenangan partai golkar khususnya dalam 
kompetisi partai itu sendiri. 





  Selama pemilihan umum kepala daerah di kabupaten 
Takalar, partai golkar selalu menunjukkan persaingan, baik 
kompetisi partai maupun hasil perolehan suara dari partai Golkar itu 
sendiri. Berikut adalah hasil perolehan suara kandidat dari partai 
Golkar yang mencapai 49. 521 suara sedangkan urutan kedua dari 
kandidat PKS mencapai  suara 40.152 kemudian bisa melihat 
perolehan suara pada Pemilihan umum kepala daerahtahun 2007 
partai golkar mencapai 60.353 suara sedangkan urutan kedua 
mencapai 34.829 suara. Dari perolehan suara tersebut khususnya 
pemilukada tahun 2012 partai golkar betul-betul terjadi kompetisi 
yang besar-besaran karena suara yang diperoleh oleh masing-
masing kandidat hampir sama. Tetapi hal ini dapat diatasi, karena 
basis suara partai golkar hampir semua menjadi pemenang di 
setiap kecamatan yang ada di kabupaten Takalar. Jadi, mesin 
partai golkar di kabupaten Takalar betul-betul berfungsi dalam 
persaingan ini untuk mencapai tujuannya.  
 Selain kompetisi partai yang terjadi di kabupaten Takalar 
ternyata figur juga menjadi faktor dalam memenangkan pemilihan 
umum kepala daerah di kabupaten Takalar, termasuk pemilukada 
yang diadakan pada tahun 2012. Hal ini di ungkapkan Hal ini sesuai 
yang diungkapkan oleh oleh H. Nawir Rahman, SE., M.Si. selaku 
Wakil ketua dewan perwakilan daerah II (DPD) partai golongan 
karya kabupaten Takalar 
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“…kami sadari bahwa kami harus waspadai partai 
lain…memang faktor figur ini sangat menentukan jadi di 
partai lain mereka juga punya figur-figur mungkin juga 
menjadi teladan bagi rakyat, menjadi panutan rakyat, 
menjadi publik figur untuk rakyat kami tidak menutup mata 
untuk itu”31 
 
 Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa, ternyata bukan 
hanya partai yang bersaing di kabupaten Takalar dalam upaya 
pemenangan pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 tetatpi 
figur juga menjadi penentu, Jadi figur ini betul-betul adalah teladan 
bagi masyarakat. Berbicara figur dalam hal ini khususnya bupati 
dan wakil bupati yang terpilih memang mencerminkan aurah 
kemenangan, disamping dilihat dari partainya yang besar,bupati 
Takalar yang terpilih ini adalah aktor politik yang terkenal, karena 
sebelum terpilih jadi bupati Takalar beliau adalah seorang anggota 
DPRD I Sulawesi Selatan yang daerah pemilihannya termasuk 
kabupaten Takalar. Sehinnga sudah dikenal oleh masyarakat 
Takalar itu sendiri. Kemudian untuk wakil bupati ini sendiri, 
merupakan aktor politik kabupaten Takalar, karena beliau 
merupakan anggota DPRDII kabupaten Takalar, selain itu beliau 
adalah ketua dari DPD II partai golkar kabupaten Takalar. Figur-
figur ini merupakan teladan masyarakat kabupaten Takalar 
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sehinnga dapat memenangkan pemilihan umum kepala daerah di 
kabupaten Takalar. Selain itu pencalonan figur ini meruapakan hasil 
survei dari masyarakat karena surveinya menunjukkan hasil yang 
baik maka inilah yang menjadi kandidat partai golkar untuk bersaing 
dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut.  
 Adapun hasil kompetisi yang menunjukkan kemenangan 
partai Golkar adalah sebagai berikut pada pemilukada tahun 2007 
no urut pertama H. Hasanudddin Tisi dan H. Nashar A. Baso, M.Si. 
sebanyak 29.618 suara kemudian urutan kedua Dr. H. Ibrahim 
Rewa dan Drs. H. Andi Makmur Sadda, MM. sebanyak 60.353 
suara dari partai Golkar kemudian nomor urut tiga H. Burhanuddin 
baharuddin, SE. M.Si. dan Syamsari Kitta, S.Pt, MM. sebanyak  34. 
829 suara kemudian nomor urut ke empat Drs. H. M. Said 
Pammusu, M.Si dan H. Ikrar Kamaruddin sebanyak 16. 844 suara. 
 Pemilukada tahun 2012 calon dari partai Golkar kembali 
menang berikut adalah hasil perolehannya yakni, nomor urut 
pertama oleh Drs.H.Abdul Gani, M.Pd. dan Drs.H.Tombong Rani 
dengan perolehan suara 9.014 pasangan ini independent kemudian 
menyusul pasangan berikutnya adalah pasangan nomor urut dua 
Dr.H. Burhanudddin Baharuddin,SE.M.Si dan H.M.Natsir Ibrahim, 
SE. dengan perolehan suara 49.521 yang diusung oleh partai 
Golkar, kemudian pasangan nomor urut tiga yakni Jen Syarif Rifai 
dan Gassing Rafi dengan peroleha suara 10.195 yang diusung oleh 
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partai Hanura,PAN dan PBB, kemudian pasangan nomor urut 
empat yakni H.Syamsari Kitta, S.Pt.,MM. dan Ir.H.Hamzah Barlian 
M.Si. dengan perolehan suara 40.152 yang diusung oleh partai 
PKS, PKB Demokrat dan PDIP, kemudian pasangan nomor urut 
lima yakni Dra.Hj.Masniar Mappasawang dan H. Burhan Talli, SE. 
dengan perolehan suara 3.700 yang selaku independent. 
 Pasangan dari nomor urut enam yakni Drs.H.Andi Makmur 
A. Sadda, MM. dan H. Nashar A. Baso,SH.M.Si. dengan perolehan 
suara 33.612 yang diusung oleh partai PPP, PDK, PKNU, 
kemudian pasangan dengan nomor urut tujuh atau pasangan 
terakhir yakni H. Achmad Daeng Se’re S.Sos dan Ir. H.Sukwansyah 
A Lomba, M.Si. dengan perolehan suara yakni 16.671 yang 
diusung oleh partai PKPB, PPPI, P.BARNAS, PKPI, PPIB, PNI, 
Marhaenis, PPDI,P. Patriot, PNBKI, PBR, P.Pelopor, P.Merdeka, 
PPNUI dan PSI. melihat hasil kompetisi yang terjadi pada 
pemilukada yang diadakan di kabupataen Takalar calon dari partai 
Golkar selalu keluar sebagai pemenang pemilukada tersebut. 
 
B. Kedalaman Akar Partai Golkar 
Partai Golkar merupakan suatu partai besar di  Indonesia 
yang dulunya bernama Golongan karya, kemudian melakukan 
perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai 
politik pada rapat pimpinan paripurna Golongan karya tanggal 19 
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Oktober 1998 dan deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 
1999, dengan nama partai golongan karya. Golkar atau sekarang 
menjadi partai Golkar sudah tidak asing lagi dalam masyarakat 
karena partai ini telah memenangkan hasil pemilu pada masa orde 
baru, ditingkat nasional tak terkecuali juga di daerah termasuk 
kabupaten Takalar partai golongan karya dapat kembali unggul 
dalam pemilihan kepala Daerah atau bupati di kabupaten Takalar 
yang di kendarai oleh partai Golkar. Partai golongan karya bisa 
unggul d kabupaten Takalar karena pengakaran partai golongan 
karya pada masyarakat Takalar sudah tertanam sejak masuknya 
partai Golkar sekitar tahun 1970-an. Sehingga menjadi ideology 
masyarakat. Hal ini dipertegas oleh H. Muh. Rizal faizal selaku 
kepala secretariat dewan pimpinan daerah II (DPD II) partai 
golongan karya kabupaten Takalar. 
“Faktor ideologi menjadi faktor kemenangan itu adalah salah 
satu memang faktor dimana masyarakat Takalar masih setia 
dengan para ideologi orang tuanya yang dibesarkan oleh 
partai Golkar dimana dia yang menarik yang mendirikan 
partai Golkar ada tiga aspek yaitu ABRI, masyrakat dengan 
PNS, sehigga inilah merasa bahwa dia dibesarkan anaknya 
dibesarkan oleh Golkar,orang tuanya dibesarkan oleh Golkar 
sehinnga anaknya tetap dan mendarah daging partainya, 
sehingga itu yang susah dilupakan, bahwa kita ini 
dibesarkan oleh Golkar dan memang selama ini belum 
pernah dikecewakan oleh orang-orang Golkar”32 
 Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa memang 
partai golongan karya masih mendapatkan kepercayaan dari 
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masyarakat karena ideologi partainya yang mengakar dalam 
masyarakat Takalar. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh 
Mainwaring dan Scully (1995) bahwa Partai memiliki wilayah 
pendukung yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai 
ideologi yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan 
oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima oleh 
masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan 
pemilihnya.33 Dari pernyataan diatas jelas bahwa faktor ideologi 
sebuah partai, tidak bisa disampingkan karena hal ini juga 
dipertegas oleh Mainwaring dan Scully bahwasanya partai itu, 
untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, harus melihat 
ideologi dan programnya yang jelas terhadapa masyarat. Apabila 
berbicara mengenai ideologi partai golkar itu sendiri, maka 
masyarakat Takalar sudah mempercayai dan mendarah daging 
dalam masyarakat itu sendiri, karena sudah menganngap bahwa 
ideologi partai Golkar sesuai dengan tujuan bangsa yakni untuk 
mensejahterahkan masyarakat, selain itu program-program yang 
dijalankan oleh partai golkar sesuai dan masyarakat belum pernah 
dikecewaka oleh partai golkar. Hal ini diungkapkan oleh 
diungkapkan oleh H. Muhidin mursalim, S.Sos.,MM. 
 “… Rakyat kecil paham partai golongan karya dan 
 melembaga di masyarakat, program-programnya juga 
 banyak menyentuh kepentingan rakyat itu yang lebih utama, 
 dimana-mana itu sampai saat ini di dalam program kerjanya 





 lebih mengutamakan kepentingan rakyat makanya kita lihat 
 sekarang yang dipakai itu suara golkar suara rakyat dan 
 tidak ada  yang protes.”34 
 
 Selain faktor ideologi yang melekat pada masyarakat 
khususnya pengakaran partai golongan karya di kabupaten 
Takalar, kepercayaan masyarakat Takalar terhadap partai golongan 
karya masih besar hal ini dikarena faktor turun temurun dari orang-
orang terdahulu masyarakat Takalar yang mempercayakan 
pilihannya pada partai golongan karya. Hal ini diperjelas oleh H. 
Muhidin mursalim, S.Sos.,MM. 
“Yang menjadi faktor kemenangan partai Golkar”faktor turun-  
temurun karena ada pemilih cerdas dan pemilih tradisional 
yang pemilih tradisional yang penting golkar, dan ada 
memang pemilih cerdas ideologinya itu karena Golkar itu 
sama dengan tujuan negara”35  
 
 Dari pernyataan diatas tentang kemenangan partai golongan 
karya di kabupaten Takalar selain, faktor ideologi partai golongan 
karya yang sama dengan tujuan negara, serta adanya faktor turun 
temurun atau cultural di kabupaten Takalar dan hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Robert E. Goodin pertama 
pembatasan-pembatasan itu terdiri dari dari institusi-institusi  yaitu 
pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, serta 
perilaku yang memegang kekuasaan serta pembatasan-
pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari 
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tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. Dari pernyataan diatas 
bahwa pengakaran partai sudah dalam, Karena adanya historis 
atau sejarah masa lalu. Ada pula pemilih tradisional yang tetap 
memilih partai golongan karya yang mendasar pada partai karena 
merupakan pilihan dari orang tua terdahulu sehinnga mengakar 
sampai sekarang. Pengakaran partai golkar selain dari faktor 
ideologi sesuai yang dijelaskan beliau ternyata faktor turun temurun 
atau keterikatan partai pada masyarakat Takalar, masih berlaku 
khususnya masyarakat tradisonal dimana masyarakat tradisonal 
tidak mau tau, pilihannya tetap kepada partai Golkar. Hal ini 
dikarenakan kurangnya pemehaman mengenai partai politik dan 
merasa adanya keterikatan dengan partainya, apabalagi partai 
Golkar masuk di kabupaten Takalar sejak tahun 70-an dan partai ini 
sudah terpatri di hati masyarakat, apalagi partai Golkar sejak 
berubah dari Golkar ke partai Golkar warna dan lambangnya selalu 
sama , sehinnga masyarakat tetap memilih partai Golkar. Jadi disini 
terjadi keterikatan sosial bagi masyarakat tradisional, apalagi 
pengurus dari desa-desa merupakan tokoh adat atau tokoh 
masyarakat yang menjadi pengurus partai tersebut. Kemudian 
selain dari faktor ideology dan faktor turun temurun yang mengakar 
pada masyarakat Takalar ternyata masih ada faktor lain yakni dari 
figur atau tokoh itu sendiri yang mencalonkan diri sebagai peserta 
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pemilu atau Pemilihan kepala daerah. Hal ini diungkapkan oleh 
Amir daeng Takko selaku tokoh masyarakat Kabupaten Takalar  
“saya rasa mulai dari segi pemimpinnya atau calonnya atau 
kandidatnya kita nilai kembali, kemudian selama ini kita 
masyarakat dimana masyarakat memilih orang cerdas”36 
 
Dari pernyataan diatas jelas bahwa selain faktor ideologi partai 
golongan karya itu sendiri, ternyata figur atau tokoh yang 
dicalonkan menjadi tolak ukur masyarakat untuk memilih 
pemimpinnya. 
 Pemimpin yang dibutuhkan harus memasyarakat agar 
dikenal oleh masyarakat dan pintar serta berahlak tentunya. Jadi 
partai politik betul-betul menyiapkan atau menyaring kandidat-
kandidatnya untuk bertarung dalam kanca perpolitikan tersebut, 
dan untuk partai golkar itu sendiri tidak terlalu kesusahan karena 
calon yang diajukan adalah calon yang mempunyai konribusi 
kepada masyrakat Takalar, selain itu merupakan hasil dari 
surveidari masyarakat. 
 Menurut Hungtinton pengakaran partai politik mempunyai 
massa pendukung partai itu sendiri berikut adalah daerah pemilihan 
partai golkar yang dimenangkan pada pemilukada tahun 2007 calon 
dari partai Golkar memenangkan enam kecamatan dari tujuh 
kecamatan pada waktu itu yakni sebagai berikut : 
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 Wawancara dengan tokoh masyarakat Amir daeng Takko 31/07/2013 
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 Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil bupati 









nama pasangan calon 

















































































































1 H. Hasanuddin Tisi dan H. 
Nashar A Baso M,Si 
2923 1744 
 
2081 4096 6652 8307 3815 2961
8 
2 Dr.H. Ibrahim Rewa, MM dan 
Drs. H.Andi makmur Sadda,MM 
7664 7980 7129 12282 11221 7519 6558 6035
3 
3 H.Burhanuddin Baharuddin,SE, 
M.Si dan Syamsari Kitta S.Pt, M 
3263 3598 3000 5695 8348 6520 4405 3482
9 
4 Drs. H.M Said pammusu, M.Si 
dan Ikrar kamaruddin 
1200 5256 1578 2659 1765 1153 3233 1684
4 
Jumlah perolehan suara sah untuk  
seluruh pasangan calon 
15050 18578 13788 24732 27986 23499 18011 1416
44 
B Jumlah suara tidak sah 910 1421 1126 1721 1615 1243 818 8854 






Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil bupati  kabupaten 











nama pasangan calon 





































































































































1 Drs.H. Abd.gani,M.Pd. dan 





505 2394 670 3192 433 308 417 9014 
2 Dr.H.burhanuddin B, SE. M.Si. 














3 Jen Syarif Rifai dan gassing Rapi 
 
495 775 775 734 988 1400 1.089 968 113 10195 
4 H.Syamsari kitta S.Pt., MM dan 














5 Dra. Hj. Masniar Mappasawang 
dan H. Burhan Talli SH. M.Si. 
165 567 115
5 
845 132 159 474 84 119 3700 
6 Drs. H. Andi Makmur Sadda, 














7 H.Achmad Dg. Se’re, S.Sos.  Ir. 














Jumlah perolehan suara sah untuk  





















B Jumlah suara tidak sah 88 210
37 
190 334 157 231 176 73 192 1861 























C. Legitimasi Aktor-aktor Politik Partai Golkar 
Legitimasi adalah prinsip yang menunjukkan penerimaan 
keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) 
publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin 'dan 
pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang 
berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral. 
Legitimasi mungkin akan diberikan kepada pemegang kekuasaan 
dalam berbagai cara dalam masyarakat yang berbeda, biasanya 
melibatkan ritual formal serius yang bersifat religius atau non-
religius, misalnya kelahiran kerajaan dan penobatan di monarki, 
pemilihan umum dan "sumpah" dalam demokrasi dan seterusnya. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Gray bahwa legitimasi merupakan 
sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan 
masyarakat (society),pemerintah individu dan kelompok 
masyarakat 
Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, 
karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik 
berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. 
Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin 
dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya 
perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar 
bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang 
74 
 
kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk 
meningkatkan kualitas kesejahteraan. 
Sama halnya yang terjadi di kabupaten Takalar bahwa aktor-aktor 
politik yang terpilih sudah mendapatkan kepercayaan besar dari 
masyarakat Takalar itu sendiri dimana antar aktor dan partai politik 
khususnya partai  Golkar masih mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat dari dulu sampai sekarang. Hal ini  terbukti dengan 
kembalinya terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten Takalar yang 
keduanya berasal dari partai Golkar. Legitimasi aktor politik di 
Kabupaten menjadi faktor besar dalam pemenangan pemilihan 
umum kepala daerah di kabupaten Takalar, karena selain melihat 
partai politik kepercayaan aktor politik harus dimiliki dalam 
masyarakat karena bagaimanapun juga aktor inilah yang akan 
menjalankan kebijakan yang ada dalam pemerintahannya, 
sehingga masyarakat juga harus melihat hal ini dengan baik. Hal ini 
sesuai yang diungkapkan oleh oleh H. Nawir Rahman, SE., M.Si. 
selaku Wakil ketua dewan perwakilan daerah II (DPD) partai 
golongan karya kabupaten Takalar 
“…memang faktor figur ini sangat menentukan jadi di partai 
lain mereka juga punya figur-figur mungkin juga menjadi 
teladan bagi rakyat, menjadi panutan rakyat, menjadi publik 
figur untuk rakyat kami tidak menutup mata untuk 
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itu..walaupun Tim relawan dan keluarga juga ada yang 
mensosialisasikan sampai keluar dari dor to dor.37 
 
Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa partai politik 
yang ikut bersaing dalam pemilukada, betul-betul harus mempunyai 
figur yang disenangi oleh masyarakat serta mempunyai modal 
sosial terhadap daerah pemilihannya. Selain modal sosial yang 
harus dimiliki oleh para aktor politik, komunikasi politik harus juga 
dimiliki oleh actor untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 
Karena untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-
rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian 
terjadi arus informasi dan dialog dua arah. Sigmund Neuman dalam 
hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan 
perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan 
dan ideologi- ideolgi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi 
dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik dalam masyarakat 
yang lebih luas. 38 jadi dsini fungsi dari komunikasi politik itu sendiri 
adalah bagaimana aktor politik yang mempunyai legitimasi atau 
kepercayaan dari masyarakat dapat lebih dipercaya lagi dengan 
menggunakan komunikasi dengan masyarakat sehinnga hubungan 
emosional semakin tertanam dengan kuat. Selain partai memang 
                                                          
37
Wawawancara denganH.Nawir Rahman, SE., M.Si. selaku Wakil DPD II partai golongan karya 
kabupaten Takalar 01/08/2013 
 
38
 Miriam Budiarjo,Dasar-dasar ilmu politik,PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal.406 
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aktor politik atau figurnya itu sendiri mendapatkan legitimasi dari 
masayarakat. Hal ini disampaikan oleh Abdul Asis, S.Sos selaku 
pengurus partai Golongan karya: 
“….Mempunyai figur yang baik yang diusung oleh partai 
 Golkar figur yang diamanahkan oleh masyarakat karena 
 merupakan hasil survei dari masyarakat jadi yang terpilih 
 adalah orang-orang yang betul dipercayakan oleh 
 masyarakat.39 
 
Legitimasi memang harus didapatkan oleh oleh aktor 
atau figur yang akan maju dalam pemilu atau pemilukada hal ini 
dikarenakan yang memilih adalah masyarakat yang banyak, tentu 
harus mempunyai modal sosial yang banyak pula dalam 
masyarakat itu sendiri, yang didapatkan oleh aktor politik memang 
adalah pilihan masyarakat karena aktor politik yang diusungkan 
oleh partai politik benar-benar adalah yang disenangi oleh 
masyarakat. Melihat hal tersebut disamping partainya itu sendiri, 
legitimasi yang didapatkan oleh figur-figur ini ternyata tidak main-
main karena figur-figur ini khususnya dari partai Golkar itu sendiri 
mempunyai hubungan emosional dengan masyrakat. karena 
sebelum jauh terpilih menjadi seorang bupati Takalar saat ini 
modal sosialnya terhadap masyarakat sangat besar karena sering 
turun ke masyrakat. Buapati Takalar yang terpilih periode tahun 
2012-2017 ini adalah adalah seorang actor politik dari partai 
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golkar. Beliau adalah anggota DPRD II provinsi Sulawesi Selatan 
yang daerah pemilihannya termasuk di kabupaten Takalar. 
Sebelum menjadi bupati kabupaten Takalar beliau sering turun ke 
masyrakat Takalar,sehinnga terjadi hubungan emosional 
terhadap mereka, selain sudah mempunyai hubungan emosional 
dengan konstituennya, beliau juga diajukan oleh partai politik 
khususnya golkar karena sesuai dengan hasil survei masyarakat 
Takalar itu sendiri. Selain bupati yang terpilih yang mempunyai 
modal social yang kuat dalam masyrakat, wakil dari bupati yang 
terpilih legitimasinya kuat karena, merupakan ketua DPD II partai 
Golkar kabupaten Takalar, selain itu merupakan putra dari 
mantan bupati Takalar yakni DR. Ibrahim Rewa, MM jadi bisa 
dikatakan bahwa legitimasi aktor politik golkar terdiri atas modal 
sosial dan dari jabatan itu sendiriyang saling melengkapi antara 
bupati yang terpilih dengan wakilnya. Selain itu sosialisasi politik 
juga penting dilakukan oleh actor politik karena hal ini sesuai yang 
diungkapkan oleh dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush 
(1992) :Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang 
dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. 
Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi 
mereka terhadap fenomena politik (Political socialization may be 
definedis the process by which individuals in a given society 
become acquainted with the political system and which to a 
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certain degree determines perceptions and their reactions to 
political phenomena).40 
Dari pernyataan diatas sosialisasi politik harus 
dikembangkan dalam masyarakat, terutama aktor-aktor politik 
karena bagaimana pun, selain partai politik yang mempunyai 
peranan penting dalam memenangkan Pemilu aktor dalam dari 
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 Partai golongan karya merupakan partai besar di Indonesia 
Indonesia yang masih mendapatkan dukungan besar dari 
masyarakat termasuk di kabupaten Takalar karena tujuannya sama 
dengan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni untuk 
mensejahterahkan rakyat. Pada pemilihan kepala daerah kabuten 
Takalar pada tahun 2012 partai golongan karya kembali 
menempatkan calonnya sebagai pemenang. Hal ini dikarenan 
partai golongan karya masih mendapat kepercayaan karena partai 
ini mempunyai kompetisi yang kuat dalam masyarakat, kemudian 
adanya pengakaran partai serta adanya legitimasi aktor politik. 
Adapun faktor kemenangan partai Golkar pada Pemilihan Umum 
kepala daerah di kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 
1. Kompetisi Parta Golkar 
 Kompetisi partai Golkar yang terjadi di kabupaten Takalar 
menjadi salah faktor kemenangan partai golkar pada 
Pemilukada tahun 2012 di kabupaten Takalar. Dalam hal ini 
partaiGolkar gencar bersaing dengan partai lain, dengan cara 
melakukan sosialisai kepada masyarakat serta roda organisasi 
yang berjalan dalam kubuh partai mulai dari tingkat kabupaten 
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hingga desa sehinnga partai Golkar dapat memenangkan 
pemilu. 
2. Kedalaman Akar Partai Golkar 
 Kemenangan partai Golkar pada pemilukada tahun 2012 di 
kabuapaten Takalar, juga tidak terlepas dari kedalaman akar 
partai Golkar di kabupaten Takalar yang sudah mendarah 
daging dalam masyarakat sehingga menjadi turun-temurun dan 
mempercayai ideologi partai Golkar, karena mengaggap sesuai 
dengan tujuan negara, yakni untuk mensejahterahkan rakyat. 
3. Legitimasi Aktor-Aktor Politik Partai Golkar 
 Legitimasi actor-aktor politik juga menjadi faktor 
kemenangan partai Golkar dalam Pemilukada tahun 2012 di 
kabupaten Takalar, hal ini dikarenakan masyarakat Takalar 
selain melihat partai juga melihat aktor atau figurnya yang 
mempunyai hubungan emosional serta modal sosial yang 
tertanam dalam masyarakat itu sendiri. 
B. Saran 
SelaiN kesimpulan diatas penulis juga akan memberikan saran 
terkait dengan Kemenangan Partai Golkar pada pemilihan 
Umum Kepala Daerah di kabupaten Takalar, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Sebagai partai besar yang ada di Indonesia yang masih 
mempunyai kepercayaan besar oleh masyarakat partai ini 
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tidak bisa berdiam diri tetapi memang harus menggalakkan 
lagi kepercayaan yang ada dalam masyarakat dengan lebih 
berbaur ke masyrakat serta mengajarkan pendidikan politik 
ke masyarakat tradisonal. 
2. Kemudian kepercayaan yang telah dimiliki oleh masyarakat 
harus dijaga dengan berprilaku politik bersih dan santun, 
karena sekarang banyak masyarakat memilih partai politik 
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Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan YME dan bersumber dari 
amanat rakyat dan didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita 
bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. 
Bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan 
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala 
kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan 
Pancasila.Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan 
mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha 
yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
tuntutan jaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian 
bangsa Indonesia. 
Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, masyarakat karya dan 
kekaryaan yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang berisi kegiatan 
kodrati manusia, tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik, dan 
bertekad bulat hendak mengisi kemerdekaan dengan berusaha 
mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, 
memelihara budi dan pekerti luhur, meningkatkan kecerdasan rakyat, 
menegakkan demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial, dengan 
terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam 
memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan bangsa sepanjang masa, 
memelihara kerukunan suku, agama, ras, dan pergaulan antar golongan 
yang hidup di Indonesia dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan 
wawasan nusantara. 
Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karya dan 
kekaryaan sesungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang 
bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun akibat 
perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya 
dan kekaryaan belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam 
satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan karya dan 
kekaryaan guna pembangunan rakyat, bangsa, dan negara Republik 
Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober 1964 masyarakat karya 
dan kekaryaan menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang 
bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya. 
Bahwa dengan terjadinya penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 
17 Agustus 1945 dan UUD 1945 maka lahirlah tatanan baru yang 
menghendaki agar seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara 
Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan pada kemurnian 
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hakikat tatanan 
baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan 
pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan 
Pancasila dan UUD 1945.Selanjutnya dalam rangka mengemban hakikat 
tatanan baru tersebut maka masyarakat karya dan kekaryaan yang 
berhimpun dalam organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya 
memantapkan diri dalam wadah organisasi kekuatan sosial politik yang 
bernama Golongan Karya. 
Bahwa reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melahirkan arus 
demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 
politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan 
informasi, serta penegakkan supremasi hukum dan penghormatan 
terhadap hak-hak asasi manusia.Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi 
juga menghendaki penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara 
maupun masyarakat agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, 
dengan menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat.Kondisi 
sosial politik tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap 
sistem politik dan kepartaian di Indonesia. 
 
Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan 
perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik 
pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 
dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama 
Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan 
Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar 
demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita 
dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis. 
Bahwa Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, 
yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan 
moral, serta semangat pembangunan terus menerus dalam meningkatkan 
karya dan kekaryaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Mengingat semangat cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya 
dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntunan agar pembaharuan 
dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang. 
Menyikapi hal tersebut di atas dan sejajar dengan hakikat Partai Golongan 
Karya sebagai kekuatan pembaharuan dan pembangunan, serta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
dengan rahmat Tuhan YME, Partai Golongan Karya menyatakan diri 













Partai GOLKAR merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan 
Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk 









Kedaulatan Partai GOLKAR ada di tangan Anggota dan dilaksanakan 
menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. 
BAB III 









Partai GOLKAR bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, 
mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan 
kekaryaan. 
BAB IV 




Partai GOLKAR bertujuan : 
1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan 
UUD 1945; 
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam 
pembukaan UUD 1945; 
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati 




Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas 
pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan 
segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, 
sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna 




Partai GOLKAR berfungsi : 
1. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk 
mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945; 
2. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela 
Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala 
bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; 
3. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan 
aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan 
menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan 
gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 
BAB V 





1. Partai GOLKAR mempunyai Doktrin KARYA DAN KEKARYAAN 
yang disebut “KARYA SIAGA GATRA PRAJA”; 
2. KARYA SIAGA GATRA PRAJA adalah kesatuan pemikiran dan 
paham-paham yang menyangkut pengembangan serta 
pelaksanaan karya dan kekaryaan secara nyata dalam perjuangan 
Partai GOLKAR; 
3. KARYA SIAGA GATRA PRAJA merupakan pedoman, pegangan, 
dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha 
dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya; 
4. Doktrin Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak 




1. Partai GOLKAR mempunyai ikrar yang disebut PANCA BHAKTI; 
2. PANCA BHAKTI adalah penegasan kebulatan tekad sebagai 
pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai 
GOLKAR; 
3. PANCA BHAKTI merupakan pendorong dan penggugah semangat 
dalam melaksanakan perjuangan Partai GOLKAR; 
4. Ikrar PANCA BHAKTI berbunyi sebagai berikut : 
1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang 
percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan 
pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamsi 1945, 
pembela serta pengamal Pancasila; 
3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Pembina 
persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan; 
4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat 
melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk 
membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan 
sentausa; 
5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang 
Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan 





1. Partai GOLKAR mempunyai paradigma yang merupakan cara 
pandang Partai GOLKAR tentang diri dan lingkungannya melalui 
pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan 
tujuan partai. 
2. Paradigma Partai GOLKAR sebagaimana pada ayat (1) dituangkan 
dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Anggaran Dasar ini. 
BAB VI 




1. Anggota Partai GOLKAR adalah Warga Negara Republik Indonesia 
yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota. 
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR 





1. Kader Partai GOLKAR adalah Anggota Partai GOLKAR yang 
merupakan tenaga inti dan penggerak partai; 
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GOLKAR 









Setiap Anggota berkewajiban untuk : 
1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR; 
2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
serta peraturan-peraturan organisasi Partai GOLKAR; 




1. Setiap Anggota mempunyai hak : 
1. Bicara dan memberikan suara; 
2. Memilih dan dipilih; 
3. Membela diri; 
2. Pengaturan lebih lanjut tentang hak angggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 
BAB VIII 
STRUKTUR ORGANISASI SERTA WEWENANG 
DAN KEWAJIBAN PIMPINAN 
Pasal 17 
Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat 
Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat 
Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut 
dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, 
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan 
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 
Pasal 18 
 
1. Partai GOLKAR dapat membentuk perwakilan di luar negeri; 
2. Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 
 
Pasal 19 
1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai 
yang bersifat kolektif; 
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang : 
1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, 
dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi 
Partai GOLKAR. 
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan 
DPP Partai GOLKAR; 
3. Mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
5. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban : 
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai 
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 
Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta 
Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; 
2. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah 
Nasional. 
Pasal 20 
1)   Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai 
yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi; 
2)   2Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang: 
1. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan 
Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta 
Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; 
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD 
Partai GOLKAR Provinsi; 
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota; 
 
3)   Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban : 
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat 
Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; 




1)   Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan 
pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota; 
2)   Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang: 
1. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 
maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai 
GOLKAR; 
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD 
Partai GOLKAR Kabupaten/Kota; 
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan; 
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan; 
3)   Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban : 
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 
maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai 
GOLKAR; 
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pasal 22 
1)   Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat 
kolektif di tingkat Kecamatan 
2)Pimpinan Kecamatan berwenang : 
1. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan 
Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat 
Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan 
Organisasi Partai GOLKAR; 
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan 
Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR; 
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain; 
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 
3)   Pimpinan Kecamatan berkewajiban : 
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 
tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta 
Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; 
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan. 
 
Pasal 23 
1)   Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah badan 
pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
2)   Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang 
menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat 
Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR; 
3)Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berkewajiban : 
1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 
tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi 
Partai GOLKAR; 
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan 
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR; 
3. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 
BAB IX 
BADAN DAN LEMBAGA 
Pasal 24 
1)   Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga 
untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu; 
2)   Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam 




1. Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah 
perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat 
basis dukungan partai; 
2. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan 
Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional; 
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam 





1. Partai GOLKAR memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi 
memberi saran, nasehat, dan pertimbangan kepada Dewan 
Pimpinan/Pimpinan Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya; 
2. Dewan Pertimbangan memberi saran, nasehat, dan pertimbangan 
atas kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, baik 
internal maupun eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya; 
3. Saran, nasehat, dan pertimbangan yang disampaikan Dewan 
Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan 
Partai sesuai tingkatannya; 
4. Ketua Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh MUNAS, MUSDA, 
MUSCAM, dan MUSDES/MUSLUR melalui Tim Formatur; 
5. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh 
Ketua Dewan Pertimbangan bersama Ketua Umum/Ketua Dewan 
Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam 




1. Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Pemusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan 
personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai 
tingkatannya; 
2. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan 
Pelaksana Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka 
mewujudkan tujuan nasional. 
 
BAB XIII 
HUBUNGAN DAN KERJASAMA 
Pasal 28 
 1. Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi 
kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan 
sejarah sebagai organisasi pendiri; 
2. Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama 
dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya; 
3. Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi 
kemasyarakatan/ lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya 
kepada Partai GOLKAR; 
4. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 
Pasal 29 
1. Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan 
Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat; 
2. Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan 
badan, lembaga, dan organisasi lainnya; 
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
BAB XIV 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 
Bagian Kesatu 
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional 
Pasal 30 
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas : 
1. Musyawarah Nasional; 
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa; 
3. Rapat Pimpinan Nasional; 
4. Rapat Kerja Nasional; 
5. Rapat Konsultasi Nasional; 
2. Musyawarah Nasional : 
1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan 
tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; 
2. Musyawarah Nasional berwenang: 
1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 
2. Menetapkan Program Umum Partai; 
3. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; 
4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum; 
5. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat; 
6. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai 
GOLKAR; 
7. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya; 
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa : 
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah 
Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, 
diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, 
disebabkan: 
1. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal 
ihwal kegentingan yang memaksa; 
2. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan 
Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat 
Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak 
berjalan sesuai dengan fungsinya; 
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat; 
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan 
dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional; 
4. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan 
pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah 
Nasional Luar Biasa tersebut; 
4. Rapat Pimpinan Nasional : 
1. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan 
keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional; 
2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan 
Pusat; 
5. Rapat Kerja Nasional : 
1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk 
menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil 
Musyawarah Nasional; 
2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan 
pertengahan periode kepengurusan; 
6. Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan 
Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan 
sosialisasi kebijakan partai. 
 
Bagian Kedua 
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi 
Pasal 31 
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas : 
2. Musyawarah Daerah Provinsi; 
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi; 
4. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi; 
5. Rapat Kerja Daerah Provinsi; 
6. Musyawarah Daerah Provinsi : 
1. Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan 
partai di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) 
tahun; 
2. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang : 
1. Menetapkan Program Kerja Provinsi; 
2. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
4. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
5. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai 
GOLKAR Provinsi; 
6. Menetapkan keputusan-keputusan lain; 
7. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi : 
1. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah 
Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan 
luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 
2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan disetujui 
oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan: 
1. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi 
dalam keadaan terancam; 
2. Dewan Pimpinan Provinsi melanggar Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan 
Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga 
organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. 
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan 
oleh Dewan Pimpinan Pusat; 
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai 
kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah 
Daerah Provinsi; 
4. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan 
pertanggung-jawaban atas diadakannya Musyawarah 
Daerah Luar Biasa tersebut; 
8. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi : 
1. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan 
keputusan dibawah Musyawarah Daerah Provinsi; 
2. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang mengambil 
keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang 
Musyawarah Daerah Provinsi; 
3. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
9. Rapat Kerja Daerah Provinsi : 
1. Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan 
untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil 
Musyawarah Daerah Provinsi; 2. Rapat Kerja Daerah 





Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota 
Pasal 32 
1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas : 
1. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; 
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota; 
3. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
4. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota; 
2. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota : 
1. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang 
kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan 
sekali dalam 5 (lima) tahun; 
2. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang : 
3. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota; 
1. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/ Kota; 
2. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
4. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
1. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai 
GOLKAR Kabupaten/Kota; 
5. Menetapkan keputusan-keputusan lain; 
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota : 
1. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah 
Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan 
luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 
2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan : 
1. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam; 
2. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau 
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat 
melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah 
Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan 
sesuai dengan fungsinya; 
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota 
diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota 
mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan 
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; 
4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan 
pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah 
Luar Biasa Kabupaten/Kota tersebut; 
7. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota : 
1. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat 
pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Daerah 
Kabupaten/Kota; 
2. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang 
mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi 
wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; 
3. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan 
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
8. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota : 
1. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang 
diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja 
hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; 
2. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 
awal dan pertengahan periode kepengurusan. 
Bagian Keempat 
Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan 
Pasal 33 
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan terdiri atas : 
2. Musyawarah Kecamatan; 
3. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan; 
4. Rapat Pimpinan Kecamatan; 
5. Musyawarah Kecamatan : 
1. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan 
Partai di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 
(lima) tahun; 
2. Musyawarah Kecamatan berwenang : 
1. Menetapkan Program Kerja Kecamatan; 
2. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan; 
3. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan 
Kecamatan; 
4. Menetapkan Pimpinan Kecamatan; 
5. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pimpinan 
Kecamatan Partai GOLKAR; 
6. Menetapkan keputusan-keputusan lain; 
6. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan : 
1. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan adalah Musyawarah 
Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar 
biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan disetujui 
oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan : 
1. Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam; 
2. Pimpinan Kecamatan melanggar Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan 
Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat 
Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak 
berjalan sesuai dengan fungsinya; 
2. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan diselenggarakan oleh 
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
3. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan mempunyai kekuasaan 
dan wewenang yang sama dengan Musyawarah 
Kecamatan; 
4. Pimpinan Kecamatan wajib memberikan 
pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar 
Biasa Kecamatan tersebut; 
7. Rapat Pimpinan Kecamatan : 
1. Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan 
keputusan dibawah Musyawarah Kecamatan; 
2. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang menyelesaikan 
masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan 
selain yang menjadi wewenang Musyawarah Kecamatan; 
3. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan 
Kecamatan. 
Bagian Kelima 
Musyawarah dan Rapat-Rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
Pasal 34 
1. Musyawarah dan Rapat-rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
terdiri atas: 
2. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
3. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
4. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
5. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain: 
1. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah 
pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; 
2. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang : 
1. Menetapkan Program Kerja Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
2. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
3. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
4. Menyusun Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan 
lain; 
5. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR; 
6. Menetapkan keputusan-keputusan lain; 
6. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain : 
1. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
adalah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang 
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya 
permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan 
disetujui oleh Pimpinan Kecamatan, disebabkan : 
1. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam 
keadaan terancam; 
2. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga, atau Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan 
lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain sehingga 
organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya; 
2. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan; 
3. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan 
Musyawarah Desa/ Kelurahan atau sebutan lain; 
4. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain wajib 
memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya 
Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
tersebut; 
7. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain : 
1. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah 
rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
2. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan 
mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi 
wewenang Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
3. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain diadakan 
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan 
diselenggarakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain. 
Pasal 35 
Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Rumah Tangga. 
BAB XV 
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pasal 36 
1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 adalah 
sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta; 
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara 
musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka 
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; 
3. Dalah hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan 
Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah 
jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar : 
1. Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus 
hadir; 
2. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan 





Keuangan diperoleh dari : 
1. Iuran Anggota; 
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; 
3. Usaha-usaha lain yang sah. 
BAB XVII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM 
Pasal 38 
1. Partai GOLKAR sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan 
Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan; 
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat melimpahkan 
kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Dewan 
Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing; 
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum 




1. Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu 
Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu; 
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, 
Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta 
dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui 
secara aklamasi peserta yang hadir; 
3. Dalam hal partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan 




Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama 





P E N U T U P 
Pasal 41 
1. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran 
Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan 
Partai; 
2. Anggaran Dasar ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 





1. Yang dapat menjadi Anggota Partai Golongan Karya adalah: 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau 
telah kawin; 
3. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-
ketentuan partai lainnya; dan, 
4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota; 
2. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan, antara lain 
yang berasal dari Purnawirawan TNI dan POLRI serta Pensiunan 
PNS, akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 
BAB II 
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA 
Pasal 2 
Setiap Anggota berkewajiban : 
1. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Partai 
Golongan Karya; 
2. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar / Anggaran 
Rumah Tangga; 
3. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan 
ketentuan Partai lainnya; 
4. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai; 
5. Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang 
merugikan Partai; 
6. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai; 
7. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan 
Partai; 
8. Membayar Iuran Anggota. 
Pasal 3 
Setiap Anggota berhak : 
1. Memperoleh perlakuan yang sama; 
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan; 
3. Memilih dan dipilih; 
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan; 
5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader; 




1. Anggota berhenti karena : 
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
3. Diberhentikan; 
4. Meninggal dunia; 
5. Anggota diberhentikan karena : 
1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota; 
2. Menjadi Anggota partai politik lain; 
3. Melanggar Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan 
atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat 
Pimpinan Nasional; 
4. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan 
dengan keputusan atau kebijakan Partai; 
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri 




1. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan 
Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria : 
1. Mental - Ideologi; 
2. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai; 
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela 
(PDLT); 
4. Kepemimpinan; 
5. Militansi dan mandiri; 
2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi 
Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa; 
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan 
Organisasi. 
BAB V 
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN 
Pasal 6 
 
1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai, terdiri atas : 
2. Ketua Umum; 
3. Wakil Ketua Umum, apabila diperlukan; 
4. Ketua-ketua; 
5. Sekretaris Jenderal; 
6. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; 
7. Bendahara; 
8. Wakil-wakil Bendahara; 
9. Ketua-ketua Departemen; 
10. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus 
Harian; 
11. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; 
12. Pengurus Harian, terdiri atas : 
13. Ketua Umum; 
14. Wakil Ketua Umum; 
15. Ketua-ketua; 
16. Sekretaris Jenderal; 
17. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; 
18. Bendahara; 
19. Wakil-wakil Bendahara. 
Pasal 7 
1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, terdiri atas: 
2. Ketua; 
3. Ketua Harian, apabila diperlukan; 
4. Wakil-wakil Ketua; 
5. Sekretaris; 
6. Wakil-wakil Sekretaris; 
7. Bendahara; 
8. Wakil-wakil Bendahara; 
9. Ketua-ketua Biro; 
10. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno dan 
Pengurus Harian; 
11. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 
Provinsi; 
12. Pengurus Harian, terdiri atas: 
13. Ketua; 
14. Ketua Harian; 
15. Wakil-wakil Ketua; 
16. Sekretaris; 
17. Wakil-wakil Sekretaris; 
18. Bendahara; 
19. Wakil-wakil Bendahara. 
Pasal 8 
1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas : 
2. Ketua; 
3. Ketua Harian, apabila diperlukan; 
4. Wakil-wakil Ketua; 
5. Sekretaris; 
6. Wakil-wakil Sekretaris; 
7. Bendahara; 
8. Wakil-wakil Bendahara; 
9. Ketua-ketua Bagian; 
10. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus 
Pleno dan Pengurus Harian; 
11. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
12. Pengurus Harian, terdiri atas : 
13. Ketua; 
14. Ketua Harian; 
15. Wakil-wakil Ketua; 
16. Sekretaris; 
17. Wakil-wakil Sekretaris; 
18. Bendahara; 
19. Wakil-wakil Bendahara. 
 Pasal 9 
1. Susunan Pimpinan Kecamatan, terdiri atas : 
2. Ketua; 
3. Wakil-wakil Ketua; 
4. Sekretaris; 
5. Wakil-wakil Sekretaris; 
6. Bendahara; 
7. Wakil-wakil Bendahara; 
8. Ketua-ketua Seksi; 
9. Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus 
Harian; 
10. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan; 
11. Pengurus Harian, terdiri atas : 
12. Ketua; 
13. Wakil-wakil Ketua; 
14. Sekretaris; 
15. Wakil-wakil Sekretaris; 
16. Bendahara; 
17. Wakil-wakil Bendahara. 
Pasal 10 
1. Susunan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, terdiri atas : 
2. Ketua; 
3. Wakil-wakil Ketua; 
4. Sekretaris; 
5. Wakil-wakil Sekretaris; 
6. Bendahara; 
7. Wakil-wakil Bendahara; 
8. Ketua-ketua Sub Seksi; 
9. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus 
Pleno dan Pengurus Harian; 
10. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
11. Pengurus Harian, terdiri atas : 
12. Ketua; 
13. Wakil-wakil Ketua; 
14. Sekretaris; 
15. Wakil-wakil Sekretaris; 
16. Bendahara; 
17. Wakil-wakil Bendahara; 
18. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk Kelompok 
Kader (POKKAR); 
19. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur 
dalam Peraturan Organisasi. 
Pasal 11 
1. Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau 
gabungan beberapa negara; 
2. Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri, sekurang-






1. Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai : 
1. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 
2. Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai; 
3. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak 
tercela; 
4. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 
5. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI; 
6. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama 
secara kolektif dalam Partai; 
2.  
3. Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam 




6. Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah: 
1. Pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Pusat 
dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus 
Partai GOLKAR Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi 
Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan 
selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 
30% (tiga puluh prosen) pemegang hak suara; 
1. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai 
politik lain; 
2. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader; 
3. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela; 
4. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 
5. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI; 
6. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara 
kolektif dalam Partai GOLKAR; 
7. Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, 
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua 
Pimpinan Kecamatan/Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah : 
1. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) di 
atas; 
2. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu 
periode pada tingkatannya dan/atau satu tingkat 
dibawahnya. 
Pasal 13 
1. Lowongan antar waktu Pengurus terjadi, karena : 
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
3. Meninggal dunia; 
4. Diberhentikan; 
5. Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut : 
1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno 
Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat 
Pimpinan Nasional; 
2. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 
3. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan 
oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul 
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
4. Untuk Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul Pimpinan 
Kecamatan; 
5. Untuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan 
oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
6. Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 
Pasal 14 
Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat 
ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan 




Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Provinsi dilakukan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah 
Provinsi. 
Pasal 16 
Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota 
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. 
Pasal 17 
Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Kecamatan 
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 
usul Pimpinan Kecamatan. 
Pasal 18 
Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul 
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 
Pasal 19 
Pengurus antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa 
pada semua tingkatan, yang berlangsung setelah MUNAS VIII, hanya 
melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya. 
BAB VI 
KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA 
Pasal 20 
1. Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan 
organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai 
sarana penunjang pelaksanaan program Partai; 
2. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga 
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai 
dengan tingkatannya; 
3. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan 
Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya; 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur 
dalam Peraturan Organisasi. 
 
BAB VII 
KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP 
Pasal 21 
1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai; 
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, 
yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan 
Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan 
Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai; 
3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi 
dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan 
organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam 
pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan 
Partai sesuai tingkatannya; 
4. Organisasi Sayap tingkat 
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat 
dibawahnya; 
5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ 
Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; 
6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai 
tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada 
Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya; 
7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 
BAB VIII 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN 
PERTIMBANGAN 
Pasal 22 
1. Dewan Pertimbangan merupakan badan yang bersifat kolektif dan 
menjadi bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR pada 
tingkatannya; 
2. Mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh 
Dewan Pertimbangan; 
3. Anggota Dewan Pertimbangan adalah Tokoh Partai yang telah 
mengabdi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan atau pernah 
aktif dalam kepengurusan partai; 
4. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat 
sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, Dewan 
Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi sebanyak-
banyaknya 17 (tujuh belas) orang, Dewan Pertimbangan Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 10 
(sepuluh) orang, dan Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan 
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan Dewan Pertimbangan 
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain sebanyak-banyaknya 
3 (tiga) orang; 
5. Dewan Pertimbangan dapat menghadiri rapat-rapat yang 
diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai 
tingkatannya. 
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pertimbangan,akan diatur 
dalam Peraturan Organisasi. 
BAB IX 
FRAKSI dan Alat Kelengkapan Lembaga Perwakilan 
Pasal 23 
1. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan 
memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 
2. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan 
memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
3. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengangkat, menetapkan, dan 
memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat 
Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 
4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengangkat, 
menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan 
Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota; 
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai GOLKAR dan tata cara 
pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi 
dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 
BAB X 
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
Pasal 24 
1. Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dari Anggaran Dasar, 
dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
2. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan 
oleh Dewan Pimpinan Pusat. 
 
BAB XI 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 
Bagian Kesatu 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL 
Pasal 25 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
9. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap; 
10. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri; 
11. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan; 
12. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat; 
2. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat; 
13. Undangan, terdiri atas : 
14. Perwakilan Institusi; 
15. Perorangan; 
16. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan Pusat; 
17. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta; 
18. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan 
Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai. 
Pasal 26 
Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah 
Nasional Luar Biasa. 
Pasal 27 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap; 
9. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri; 
10. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan; 
11. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat; 
2. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat; 
12. Undangan, terdiri atas : 
13. Perwakilan Institusi; 
14. Perorangan; 
15. Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 
Pasal 28 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap; 
9. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri; 
10. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan; 
11. Peninjau, terdiri atas: 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat; 
2. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat; 
12. Undangan, terdiri atas : 
13. Perwakilan Institusi; 
14. Perorangan; 
15. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional 
Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 
Pasal 29 
 
1. Rapat Konsultasi Nasional, dihadiri oleh : 
2. Dewan Pimpinan Pusat; 
3. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 





MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH PROVINSI 
Pasal 30 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Provinsi; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi; 
11. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Provinsi; 
12. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah 
Provinsi; 
13. Undangan, terdiri atas : 
14. Perwakilan Institusi; 
15. Perorangan; 
16. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi; 
17. Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh 
Peserta; 
18. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi terpilih, Pimpinan 
Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 
Pasal 31 
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi 
Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi. 
Pasal 32 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Provinsi; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi; 
11. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Provinsi; 
12. Peninjau, terdiri dari : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah 
Provinsi; 
13. Undangan, terdiri atas : 
14. Perwakilan Institusi; 
15. Perorangan; 
5)   Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah 
Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 
Pasal 33 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Pusat; 
7. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
8. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Provinsi; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi; 
11. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Provinsi; 
12. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
3. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah 
Provinsi; 
13. Undangan, terdiri atas : 
14. Perwakilan Institusi; 
15. Perorangan; 
5)   Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah 
Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 
Bagian Ketiga 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 
Pasal 34 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; 
7. DewanPimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
8. Unsur Pimpinan Kecamatan; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota; 
1. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di 
Kabupaten/ Kota; 
11. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang 
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
12. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
13. Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh 
peserta; 
14. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terpilih, 
Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pasal 35 
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi 
Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota. 
Pasal 36 




2. Peserta, terdiri atas : 
1. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; 
2. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
3. Unsur Pimpinan Kecamatan; 
4. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota; 
5. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota; 
6. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di 
Kabupaten/Kota; 
3. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang 
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah 








5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; 
7. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
8. Unsur Pimpinan Kecamatan; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota; 
1. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di 
Kabupaten/ Kota; 
11. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang 
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
4)   Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah 
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Bagian Keempat 
MUSYAWARAH DAN RAPAT KECAMATAN 
Pasal 38 




5. Peserta, terdiri atas : 
6. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
7. Pimpinan Kecamatan; 
8. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kecamatan; 
10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kecamatan; 
11. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan; 
12. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan; 
2. Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
13. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan 
Kecamatan; 
14. Pimpinan Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta; 
15. Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan 
Sementara adalah Pimpinan Kec 
Pasal 39 
Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah 
Luar Biasa Kecamatan. 
Pasal 40 




2. Peserta, terdiri atas : 
1. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 
2. Pimpinan Kecamatan; 
3. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
4. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Kecamatan; 
5. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Kecamatan; 
6. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan; 
3. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan; 
2. Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR; 
4)   Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh 
Pimpinan Kecamatan. 
Bagian Kelima 
MUSYAWARAH DAN RAPAT DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN 
LAIN 
Pasal 41 
1. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh : 
2. Peserta; 
3. Peninjau; 
4. Peserta, terdiri atas : 
1. Unsur Pimpinan Kecamatan. 
2. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
3. Anggota; 
4. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
5. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
6. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain; 
5. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
2. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas 
yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 
GOLKAR; 
6. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 
7. Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain dipilih 
dari dan oleh peserta; 
8. Sebelum Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain. 
Pasal 42 
1. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh : 
2. Peserta; 
1. Peninjau;Kelurahan atau sebutan lain; 
2. Unsur Kelompok Kader; 
3. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
4. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
5. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain; 
3. Peninjau, terdiri atas : 
1. Dewan Pertimbangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain; 
2. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas 
yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 
GOLKAR; 
4)   Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 
Pasal 43 
4. Peserta, terdiri atas : 
1. Unsur Pimpinan Kecamatan; 
2. Pimpinan Desa/Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan 
musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam 
BAB XI diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan 
Organisasi. 
BAB XII 
HAK BICARA DAN HAK SUARA 
Pasal 44 
1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara; 
2. Peninjau memiliki hak bicara; 




PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI 
Pasal 45 
1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung 
oleh Peserta Musyawarah; 
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan 
Pemilihan; 
3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua 
Formatur; 
4. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan 
oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur; 
5. Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai 
sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 




1. Sumber-sumber keuangan Partai, terdiri atas : 
2. Iuran Wajib; 
3. Iuran Sukarela; 
4. Sumbangan Perorangan; 
5. Sumbangan Badan atau Lembaga; 
6. Usaha-usaha lain yang sah; 
7. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah; 
8. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi 
dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai 
pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada 
instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan; 
9. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme 
pertanggung-jawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan 
Organisasi. 
BAB XV 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM 
Pasal 47 
1. Jenis perselisihan hukum : 
2. Sengketa Partai Politik; 
3. Sengketa Perdata; 




8. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum 




1. Partai GOLKAR mempunyai Atribut yang terdiri atas Panji-panji, 
Lambang, Hymne, dan Mars artai GOLKAR; 





1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini 
diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan 
lainnya; 
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 
 
 
 
